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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73,
Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99
ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6962);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan
pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat
UOBK adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam
pengelolaaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian.

Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang
bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang
terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis
yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur vang
berlaku pada BLUD vang bersangkutan.

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Pemimpin BLUD adalah kepala atau struktur tertinggi
pada unit kerja/unit organisasi bersifat khusus yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung
jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian
layanan.

Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah- kaidah manajemen vang baik
dalam rangka pemberian layanan vyang bermutu dan
berkesinambungan.

Dewan pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI
adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan
dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan
BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan
pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility)
dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah,
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Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD vyang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana
kerja dan anggaran SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatn dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanda dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali
oleh BLUD.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang
bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek,
penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan,

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk
pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka
panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana
cadangan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran,

Utang BLUD yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau
hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
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Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat,

Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk
keuangan atau barang, dapat disebut bisnis penjualan yang
dimiliki oleh perusahaan, dan ini merupakan kebalikan dari
investasi pada aset baru.

Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah
semua transaksi yvang mengakibatkan BLUD menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali,

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Rekening Kas BLUD yang selanjutnya disebut Rekening Kas
adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD vang dibuka
oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung
seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran
BLUD.

Bendahara Penerimaan BLUD yang selanjutnya disebut
Bendahara Penerimaan adalah pegawai yvang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam
rangka pelaksanaan anggaran BLUD,

Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai vang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanan anggaran BLUD.

Bendahara Pengeluaran APBD yang selanjutnya disebut
Bendahara Pengeluaran adalah pegawai vang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran APBD.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu vang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
pada SKPD/unit satuan kerja perangkat daerah menurut sifat
dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran /
Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas,
dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat
perintah membayar langsung.
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39. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah
uang yang diberikan kepada SKPD/BLUD untuk menggantikan
uang persediaan yang telah digunakan dan telah
dipertanggungjawabkan.

40. Surat Tanda Setoran adalah surat yang digunakan untuk
menyetorkan penerimaan daerah dan/atau BLUD vang
diselenggarakan  oleh  Bendahara  Penerimaan pada
SKPD/BLUD.

41. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit operasional dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya diperbandingkan dengan
anggarannya.

42. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan arus masuk
dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktifitas operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas
pembiayaan.

43. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajian disandingkan dengan periode sebelumnya.

44. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CalK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yvang disajikan dalam laporan realisasi anggaran /laporan
operasional, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

45. Laporan Keuangan Konsolidasian yang selanjutnya disebut
Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

46. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ
adalah dokumen yang menjelaskan penggunaan dana yang
dikelola oleh bendahara pengeluaran.

47. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SIPD adalah sistem terintegrasi vang dikembangkan oleh
Kementerian Dalam Negeri untuk mengelola seluruh data dan
informasi pemerintahan daerah secara elektronik.

48. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau
selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh
unit pelaksana terknis pada perangkat daerah yang menerapkan
sistem pengelolaan keuangan BLUD, guna memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunvai fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.




Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kebijakan pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem
informasi;

struktur anggaran;

perencanaan dan penganggaran;

pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;

penatausahaan pendapatan dan belanja;

pengelolaan utang, pinjaman dan piutang;

pengelolaan investasi;
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pengelolaan sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran;
pelaporan dan pertanggung-jawaban;

penyelesaian kerugian; dan

k. kebijakan akuntansi.

—_
¥

.

BAB II
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
BERBASIS SISTEM INFORMASI

Pasal 4

Pengelo!aan keuangan pada BLUD dilakukan dengan berbasis pada
sistem informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan
SIPD.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
¢. pembiayaan BLUD,

Bagian Kedua
Pendapatan BLUD

Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah;




G
d.
e.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(1)

hasil kerja sama dengan pihak lain;
APBD; dan
lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa imbalan
vang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berupa hibah terikat
dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau
badan lain.

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf ¢, dapat berupa hasil perolehan dari kerja
sama yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berupa pendapatan vang
berasal dari kas umum daerah yang digunakan untuk belanja
kegiatan yang bersumber dari DPA SKPD diluar DPA-BLUD
atau DPA yang berasal dari anggaran belanja yang
menggunakan dana BLUD berupa dana fungsional.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e, antara lain berupa:

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

e kepntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;

d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa
oleh BLUD:

investasi; dan
pengembangan usaha.

Pasal 8

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan
layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 9

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD
sesuai RBA kecuali berasal dari hibah terikat.
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Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan
sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan
BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Bagian Ketiga
Belanja BLUD

Pasal 10
Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
meliputi:
a, belanja operasi; dan
b. belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas
dan fungsi, meliputi:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga; dan

d. belanja lain-lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:

a. belanja tanah;

belanja peralatan dan mesin;
belanja gedung dan bangunan:
belanja jalan, irigasi, dan jaringan,;
belanja aset tetap lainnya; dan
belanja aset lainnya.

- 0 o0 o

Bagian Keempat
Pembiayaan BLUD

Pasal 11

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢, meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan semua penerimaan vang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan atau pada tahun anggaran
berikutnya,
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Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
b. Divestasi; dan
€. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. Investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 12

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a,
harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau
catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan
pada awal tahun anggaran berkenaan.

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf
b, merupakan rencana penarikan dana karena BLUD menarik
Investasi jangka pendek seperti deposito.

Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf ¢, merupakan rencana penerimaan
dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf
a merupakan rencana pengeluaran dana BLUD untuk
melakukan atau menempatkan Investasi jangka pendek seperti
deposito jangka pendek 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua
belas) bulan.

Pembayaran pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b merupakan rencana
pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau
melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman vang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran

(1)

(2)

Pasal 14

BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra dan evaluasi
kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya.

RBA sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun
berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;




(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diterima dari layanan vang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak
lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber
pendapatan BLUD lainnya yang sah.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi
pada pencapaian oufput dengan penggunaan sumber daya
secara efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa
yvang berlaku di daerah.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
Harga.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 15

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

¢. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas: dan

e. perkiraan maju atau forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola
anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas
tertentu.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
standar pelayanan minimal.

Pasal 16

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk
konsolidasian dengan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam RBA yang disesuaikan dengan
format APBD.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin
dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan
tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif
layanan.




(4)

(5]
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(2)
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(4)

(5)
(6)
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Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yvang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 17

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang
memiliki karakteristik sebagai retribusi daerah,
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada
akun pendapatan daerah, dan pendapatan BLUD yang bukan
merupakan objek retribusi daerah, diintegrasikan/
dikonsolidasikan ke dalam kelompok lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah pada jenis Pendapatan dari BLUD.

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dan SiLPA
BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD
pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1
(satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan
jenis belanja.

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan
Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD,
sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada RBA, untuk
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-
SKPKD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada

akun pembiayaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan, Penetapan dan Konsolidasian RBA

(1)

ke dalam RKA SKPD
Pasal 18
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan dan merupakan
kesatuan RKA SKPD.




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Proses konsolidasian RBA ke RKA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program, kegiatan dan
kode rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mekanisme penyusunan, penetapan dan perubahan RBA,
serta konsolidasian RBA ke dalam RKA SKPD dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendanaan BLUD yang bersumber dari APBD ditetapkan
menjadi DPA SKPD setelah penetapan peraturan daerah
tentang APBD.

PPKD mengesahkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD yang
bersumber dari APBD.

Pelaksanaan anggaran BLUD yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk belanja
pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan/atau jasa
yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan vang telah
ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA
SKPD, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia:
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

Pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan
DPA SKPD.

Pasal 20

DPA SKPD yang telah disahkan menjadi lampiran perjanjian
kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pemimpin BLUD membuat ringkasan DPA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan sebagai satu
kesatuan DPA SKPD.

Format dokumen RBA, konversi RBA ke RKA SKPD, dan DPA
SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 21

Untuk keperluan konsolidasian, seluruh pendapatan belanja dan
pembiayaan dalam DPA SKPD disesuaikan dengan kelompok dan
jenis belanja dalam APBD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA

Pasal 22

Perubahan RBA dapat dilakukn dengan mempertimbangkan:
a. pergeseran anggaran belanja BLUD;

b. ambang batas; dan

¢. penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

Pasal 23

(1) Perubahan RBA akibat pergeseran anggaran belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat
dilakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak
melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan
RBA.

(2) Rincian belanja dicantumkan sebagai lampiran yang tidak
terpisahkan dari RBA.

(3) Setiap pergeseran anggaran belanja antar objek, rincian objek,
dan Sub Rincian Objek dalam jenis yang sama dilakukan atas
persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan
kepada PPKD.

Pasal 24

(1) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD dan
nilai ambang batas yang mempengaruhi realisasi belanja.

(2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,
dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu
jenis belanja jasa ringkasan RBA dengan persentase yang
ditetapkan dalam RBA awal.

(3) Jika perubahan RBA sebelum perubahan APBD, perubahan

RBA tersebut ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD.

(4) Jika perubahan RBA setelah perubahan APBD, dilaporkan
dalam realisasi anggaran.

(5) Perubahan RBA karena ambang batas ini dilakukan atas

persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan
kepada kepala SKPD dan PPKD.
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Perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, dan diikuti
dengan pergeseran anggaran kas.

Setiap perubahan RBA akibat penggunaan ambang batas
dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya
disampaikan kepada Kepala SKPD dan PPKD,

Pasal 25

Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢, dapat
dilakukan akibat kondisi mendesak yang dapat dilaksanakan
mendahului perubahan APBD tanpa melakukan perubahan
DPA SKPD.

Hasil Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaporkan ke PPKD.

Jika perubahan RBA sebelum perubahan APBD, perubahan
RBA tersebut ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD.

Jika perubahan RBA setelah perubahan APBD, dilaporkan
dalam realisasi anggaran.

Apabila terdapat perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan
APBD maka pengakuan Perubahan tersebut dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Setiap perubahan RBA akibat penggunaan SiLPA tahun
sebelumnya dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, dan diikuti
dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 26

Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meru pakan
belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan
dalam ambang batas RBA dan DPA SKPD yang telah
ditetapkan secara definitif.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e dan hibah tidak terikat.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2
merupakan besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA
SKPD.

Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu terlebih dahulu
mendapat persetujuan Bupati.
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Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 27

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan
saldo awal kas.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan
operasional, meliputi:

a. kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD selain
APBD tahun berkenaan dengan realisasi 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan selisih pendapatan BLUD selain APBD
dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA SKPD.

Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran
persentase ambang batas.

Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai,
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e diprediksi
melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA
dan DPA SKPD tahun yang dianggarkan.

Tata Cara Perhitungan ambang batas tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD dilakukan
secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas ke dalam
DPA SKPD, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas vang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

Pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan BLUD
adalah:

a. Pemimpin BLUD;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

b j

Pejabat Keuangan BLUD;

Bendahara Penerimaan BLUD;

Bendahara Pengeluaran BLUD;

pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan di BLUD; dan

unit pengadaan barang dan/atau jasa atau pihak/pegawai
yang ditunjuk mengurus pengadaan barang dan/atau
jasa.

=0 a0

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 29

Untuk pengelolaan kas, Pemimpin BLUD membuka Rekening
Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin BLUD membuka Rekening Kas untuk keperluan
pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
bank umum yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah.

Rekening Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
rekening kas BLUD, dapat dibuka rekening Bendahara
Penerimaan kas dan rekening Bendahara Pengeluaran kas
BLUD.

Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3
digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan
BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf e.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e secara non tunai
dilakukan dengan transfer ke rekening Bendahara Penerimaan
atau Rekening Kas BLUD berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipegang oleh Pejabat Keuangan dan dalam pengelolaannya
atas persetujuan Pemimpin BLUD.

Rekening Bendahara Penerimaan dipegang oleh Bendahara
Penerimaan dan dalam pengelolaannya atas persetujuan
Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan.

Rekening Bendahara Pengeluaran dipegang oleh Bendahara
Pengeluaran dan dalam pengelolaannya atas persetujuan
Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan.

Pasal 30

Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara atau tetap
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
dapat ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk
menandatangani surat otorisasi pencairan dana.

Apabila Pemimpin BLUD berhalangan sementara, penunjukan
pejabat sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh
Pemimpin BLUD kepada pejabat yang telah ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
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Pasal 31

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a.

® p BT

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
pemungutan pendapatan atau tagihan;
penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
pembayaran;

perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
dan

pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemimpin BLUD
menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran.

Setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 disetorkan seluruhnya setiap hari ke rekening
penerimaan kas BLUD dan dilaporkan kepada Pemimpin
BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD.

Setiap transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, harus dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya
yang tercantum dalam program dan kegiatan yang telah
ditentukan.

Pemimpin BLUD membuat rincian dari transaksi pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keperluan
pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 33

Laporan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan secara berkala oleh
Pemimpin BLUD kepada PPKD.

Format anggaran kas BLUD, penyusunan anggaran kas
pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pendapatan

Pasal 34

Bendahara Penerimaan BLUD menerima pembayaran sebagai
penerimaan BLUD, harus melakukan pemeriksaan kesesuaian
antara jumlah uang dan kebenaran dokumennya berupa tanda
bukti pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan
dari pemberi pendapatan, dan melakukan pemeriksaan
kesesuaian antara nilai tunai dengan yang tertera pada
dokumen penerimaan uang.
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Bendahara penerimaan BLUD membuat tanda bukti
pembayaran /bukti lain yang sah paling sedikit 2 (dua) lembar,
asli kepada pemberi pendapatan, salinan 1 (satu) untuk
bendahara BLUD.

Setiap penerimaan disetor ke Rekening Kas BLUD paling
lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan
formulir Surat Tanda Setoran,

Jika penerimaan tidak dapat dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) akibat keadaan tertentu, waktu
penyetoran paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dapat
dikecualikan dan/atau diatur batas waktu yang wajar untuk
menyetor,

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu yang wajar
untuk menyetor sebagaimana dimaksud pada avat (4) diatur
dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Format dokumen Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda
Setoran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

Pasal 35

Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan BLUD
dilakukan melalui:

a. pembukuan atas pendapatan secara tunai; dan

b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank
Bendahara Penerimaan BLUD.

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui langkah sebagai
berikut:

a. Bendahara Penerimaan mengisi buku kas umum
penerimaan berdasarkan tanda bukti pembayaran/bukti
lain yang sah;

b. bendahara membuat Surat Tanda Setoran dan melakukan
pendapatan yang diterimanya ke rekening penerimaan kas
BLUD; dan

¢. bendahara membuat register Surat Tanda Setoran.

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah:

a. Bendahara Penerimaan menerima slip setoran/bukti lain
vang sah dari pemberi pendapatan atas pembayaran yang
mereka lakukan ke Rekening Kas BLUD;

b. berdasarakan slip setoran/bukti lainnva, Bendahara
Penerimaan mencatat penerimaan BLUD pada buku kas
umum penerimaan dan penyetoran pada bagian
penerimaan; dan

c. Bendahara Penerimaan juga mencatat pengeluaran pada
buku kas umum penerimaan.

Format buku kas umum penerimaan BLUD, register Surat
Tanda Setoran tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 36

Penatausahaan belanja BLUD dilakukan terhadap belanja
operasional dan belanja modal.

Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan
pencairan dana untuk melaksanakan belanja.

Surat permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:

a. surat permintaan pencairan dana yang digunakan untuk
mengisi uang persediaan BLUD, dan hanya dilakukan
sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo
uang persediaan akan menggunakan Form GU (ganti uang)
BLUD;

b. GU dipergunakan untuk mengganti UP (uang persediaan)
yang sudah terpakai, dan diajukan ketika UP habis; dan

c. LS (langsung) dipergunakan untuk pembayaran langsung
pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Tata cara pengajuan dan penetapan UP, GU dan LS sesuai
sistem akutansi Pemerintah (SAP).

Format Surat permintaan pencairan dana-UP, permintaan
pencairan dana-GU, dan permintaan pencairan dana-LS
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pengajuan surat permintaan pencairan dana, dilengkapi
beberapa dokumen, yakni:

a. surat permintaan pencairan dana-UP, dilengkapi dengan:

1. salinan keputusan Pemimpin BLUD tentang penetapan
UP untuk BLUD:;

2. draf surat permintaan pencairan dana-UP; dan
3. lampiran lain yang diperlukan.

b. surat permintaan pencairan dana-GU, dilengkapi dengan:
1. salinan anggaran kas BLUD;

draf surat permintaan pencairan dana-GU:

laporan pertanggungjawaban uang persediaan:

bukti yang lengkap dan sah; dan

lampiran lain yang diperlukan.

c. surat permintaan pencairan dana-LS untuk Gaji pegawai
BLUD, dilengkapi dengan:

1. salinan anggaran kas BLUD;

h s 0N

2. draf surat permintaan pencairan dana gaji;
3. dokumen pelengkap daftar gaji; dan
4. lampiran lain yang diperlukan.

d. surat permintaan pencairan dana-LS terkait belanja
barang dan jasa serta belanja modal, dilengkapi dengan:

1. salinan anggaran kas BLUD;
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2. draf surat permintaan pencairan dana-LS belanja
barang dan jasa serta belanja modal:

3. dokumen terkait kegiatan (disiapkan pejabat teknis
kegiatan); dan

4. lampiran lain yang diperlukan.

Bendahara Pengeluaran membuat register untuk surat-surat
permintaan pencairan dana yang diajukan untuk dapat
diterbitkan surat otoritas pencairan dana.

Format register pengajuan surat permintaan pencairan dana
dan surat permintaan pencairan dana sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Surat otoritas pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) terdiri dari:

a. surat otoritas pencairan dana UP;
b. surat otoritas pencairan dana GU; dan
€. surat otoritas pencairan dana LS.

Penerbitan surat otoritas pencairan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD, dan
disiapkan oleh Pejabat Keuangan.

Surat otoritas pencairan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diterbitkan jika:

a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran
yvang tersedia dan batas anggaran kas pada periode
permintaan pengeluaran kas, dengan selalu
memperhatikan jumlah ambang batas total belanja yang
telah ditetapkan; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan surat otoritas pencairan dana
paling lambat 2 (dua) hari sejak surat permintaan pencairan
dana diterima, dan apabila ditolak, dikembalikan paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterima surat permintaan pencairan
dana.

Apabila dokumen surat permintaan pencairan dana
UP/GU/LS belum lengkap, Pejabat Keuangan akan
menerbitkan surat penolakan permintaan pencairan dana dan
dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
dilengkapi setelah diotorisasi Pemimpin BLUD.

Surat penolakan permintaan pencairan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sejak surat permintaan pencairan dana UP/GU/LS
diterima.

Atas dasar surat otoritas pencairan dana yang telah
ditandatangani Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dapat
melakukan pencairan dana.
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Format Register surat otoritas pencairan dana dan surat
otoritas pencairan dana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembukuan Belanja BLUD

Pasal 39

Pembukuan belanja BLUD dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan:

a. buku kas umum pengeluaran BLUD;

b. buku pembantu buku kas umum pengeluaran BLUD
sesuai kebutuhan:

buku pembantu kas tunai;

buku pembantu simpanan/bank;
buku pembantu panjar;

buku pembantu pajak; dan

S. buku pembantu rincian objek belanja.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:

a. surat otoritas pencairan dana UP/GU/LS;
b. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan

c. dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format buku kas umum dan buku pembantu tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

ol i B

Bagian Kelima

Proses Penatausahaan Keuangan pada Pejabat Keuangan BLUD

(1)

(2)

Pasal 40

Proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Pejabat

Keuangan BLUD meliputi:

a. penerimaan pendapatan;

b. penerimaan pembiayaan:

c. pengeluaran belanja untuk mekanisme UP/GU, TU dan
LS:

d. pengeluaran pembiayaan; dan

e. pengeluaran setara kas dan non anggaran.

Untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, Pejabat Keuangan melakukan verifikasi surat
permintaan pencairan dana yang diajukan bendahara
pengeluaran kemudian menyiapkan surat otoritas pencairan
dana dan giro yang ditandatangani oleh Pejabat Keuangan dan
Pemimpin BLUD.
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Untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, Pejabat Keuangan mengajukan surat
permintaan pencairan dana Pejabat Keuangan dan draf surat
otoritas pencairan dana beserta giro untuk ditandatangani
Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan.

Untuk pengeluaran aset setara kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, untuk deposito dibawah 3 (tiga) bulan,
Pejabat Keuangan harus meyakini bahwa dana yang
digunakan merupakan dana yang tidak akan digunakan dalam
waktu dekat (idle cash), dan menyampaikan rencana
penempatan dana pada aset setara kas kepada Pemimpin
BLUD.

Aset setara kas sebagaimana dimaksud pada avat (4)
mencakup jumlah dana yang akan didepositokan dan pilihan
deposito beserta alasan dan hasil analisis pemilihan deposito
tersebut.

Pengeluaran  aset setara kas dilakukan dengan
pemindahbukuan dari Rekening Kas BLUD dengan
menggunakan surat perintah pemindahbukuan dari Pemimpin
BLUD kepada Pejabat Keuangan.

Pemimpin BLUD, mengeluarkan surat keputusan tentang
persetujuan aset setara kas yang dipilih, dan Pejabat
Keuangan menerbitkan surat perintah Pejabat Keuangan yang
memerintahkan pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam
aset setara kas yang dipilih.

Pasal 41

Dalam rangka pengendalian, Pejabat Keuangan membuat
register surat permintaan pencairan dana Pejabat Keuangan
dan surat otoritas pencairan dana Pejabat Keuangan.

Penerbitan surat otoritas pencairan dana Pejabat Keuangan
merupakan otoritas dan ditandatangani Pemimpin BLUD.

Surat otoritas pencairan dana Pejabat Keuangan merupakan
pernyataan penggunaan anggaran BLUD, dan menjadi dasar
pencairan dana oleh Pejabat Keuangan.

Surat otoritas pencairan dana Pejabat Keuangan dapat
diterbitkan jika:

a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran
yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode
permintaan pengeluaran kas; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan surat otoritas pencairan dana
Pejabat Keuangan paling lambat diterbitkan 2 (dua) hari sejak
surat permintaan pencairan dan Pejabat Keuangan diterima.

Format surat permintaan pencairan dana Pejabat Keuangan,
register surat permintaan pencairan dana Pejabat Keuangan
dan surat otoritas pencairan dana Pejabat Keuangan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 42

Dalam rangka pengendalian rekening kas BLUD, Pejabat
Keuangan melakukan pembukuan menggunakan buku kas
umum Pejabat Keuangan BLUD, meliputi pencatatan:

a. penerimaan pendapatan (kecuali APBD) yang diterima dari
Bendahara Penerimaan BLUD secara pemindahbukuan/
transfer dari rekening bendahara penerimaan BLUD;

b. penerimaan pembiayaan BLUD;

pengeluaran belanja BLUD untuk mekanisme UP/GU, TU
maupun LS; dan

d. pengeluaran pembiayaan BLUD.

Format dan tata cara pengisian buku kas umum Pejabat
Keuangan BLUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
UTANG, PINJAMAN DAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengelolaan Utang
Pasal 43

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan
penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi vang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan
operasional BLUD dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak
lain.

Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat
memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang
sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Utang vyang berhubungan langsung dengan kegiatan
operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan utang yang timbul karena penerimaan
barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.

Utang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan utang
yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.,

Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh pejabat
yang berwenang secara berjenjang dan berdasarkan nilai
utang.
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Bagian Kedua
Utang Jangka Pendek

Pasal 44

Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan
menutup defisit kas.

Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan  pengeluaran yang dimaksudkan untuk
memberikan manfaat jangka pendek.

Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada avat (2),
dapat dilakukan dengan syarat:

a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat
ditunda;

b. kegiatan telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari
APBD;

c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk
membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak
dapat ditunda,

d. jumlah utang jangka pendek vang masih ada ditambah
dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik
tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah
pendapatan BLUD di luar APBD dan hibah terikat;

€. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang;

utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk
perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh
pemimpin dan pemberi utang/pinjaman; dan

g pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran
bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Utang Jangka Panjang

Pasal 45

Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponva
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk
pengeluaran belanja modal.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk program
pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kemampuan pelavanan BLUD.
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Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat dilakukan dengan syarat:

a. analisis kelayakan proyek (CBA, Pay Back Periode dan
sebagainya) untuk pinjaman/ utang jangka panjang;

b. kegiatan telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari
APBD;

c. jumlah utang jangka panjang sesuai dengan kebutuhan
belanja modal,

d. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang;
dan

e. persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh
PPKD,

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perjanjian Utang

Pasal 46

Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan
dalam perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh
Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.

Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat;:

a. pihak yang mengadakan perjanjian;
jumlah utang;

<

peruntukan utang;
persyaratan utang;
penyelesaian sengketa; dan
keadaan kahar (force majeure).

™ e a0

Bagian Kelima
Kewajiban Membayar Utang

Pasal 47

BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga yang telah
jatuh tempo sesuai perjanjian utang,

Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib

dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun
yang bersangkutan.
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Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang BLUD

Pasal 48

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barang atau jasa yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat
memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang
sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang
yvang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka
kegiatan utama BLUD.

Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Pemimpin BLUD membuat penatausahaan dan akuntansi
piutang.

Pasal 49

Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD
dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan
piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.

BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada
penanggung utang yang tidak mampu melunasi kecuali
karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan
melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang
sehat.

(1)
(2)

Pasal 51

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh
tempo.

Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas
piutang BLUD.,
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Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah
dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BLUD menyerahkan pengurusan
penagihan tersebut kepada panitia urusan piutang negara
dilampiri bukti valid dan sah.

Pasal 52

Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan
secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari
pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh
BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan
pertimbangan dari KPKNL.

Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara
optimal oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 53

Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara
bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.

Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD
ditetapkan oleh:

a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung
utang;

b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas
untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) per penanggung utang;

c. dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;

d. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan

e. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) per penanggung utang,

Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai
piutang yang dihapuskan secara bersyarat merupakan nilai
yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga)
hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan dari
Pejabat Keuangan.
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Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pejabat
Keuangan secara berjenjang setelah mendapat pertimbangan
dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja
Kabupaten Bengkalis.

Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari
pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal Piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah
Piutang ditetapkan sebagai piutang negara sementara
belum dapat ditagih dan terbitnya rekomendasi
penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa
Keuangan; atau

b. dalam hal Piutang adalah selain Piutang tuntutan ganti
rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai piutang negara
sementara belum dapat ditagih.

Pasal 54

Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang
BLUD, ditetapkan:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan

b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) per penanggung utang.

Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai

Piutang yang dihapuskan secara mutlak yakni nilai yang

setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dengan Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum

tanggal surat pengajuan usul penghapusan.

Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pejabat
Keuangan secara berjenjang kepada Pemimpin BLUD, Dewan
Pengawas, dan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja
Kabupaten Bengkalis.

Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang
dimaksud; dan

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, vang dibuktikan
dengan keterangan dari Tim atau Instansi yang ditunjuk
dengan Keputusan Bupati.
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BAB VII
INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat
bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan
BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) berupa
investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
kurang.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka
pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada avat (3),
meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga)
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat
diperpanjang otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.

Bagian Kedua
Bentuk Investasi

Pasal 56

Deposit pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga)
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis.

Surat berharga negara jangka pendek.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Investasi, Pencairan dan Pelaporan Investasi

Pasal 57

Pelaksanaan investasi BLUD dituangkan pada perjanjian investasi,
ditandatangani Pemimpin BLUD yang diketahui Bupati, dengan
pimpinan penerima investasi.
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Pasal 58

Materi muatan perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57, paling sedikit memuat:

a.

XY@ ™o a0

para pihak;

dasar pelaksanaan Investasi;

tujuan Investasi;

hak dan kewajiban;

tahun anggaran penyediaan Investasi;

besaran nilai Investasi;

persentase hak kepemilikan dalam hal penyertaan modal;

. jangka waktu dan/atau mekanisme pembayaran /

pengembalian pokok baik sebagian atau seluruhnya, bunga
dan pembayaran kewajiban lainnya untuk Investasi langsung
dalam bentuk pemberian pinjaman;

penyelesaian perselisihan; dan

monitoring evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan
Investasi.

Pasal 59

Pencairan Investasi BLUD dilaksanakan atas permohonan
pencairan Investasi vang diajukan oleh calon penerima Investasi
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Investasi.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 60

Penerima Investasi BLUD berkewajiban menyampaikan
laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik
per semester kepada BLUD /pengelola Investasi paling lambat
1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan
laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat
Daerah.

Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek
sumber daya manusia dan administrasi, aspek operasional,
aspek pelanggan dan aspek keuangan.

Laporan tahunan penerima investasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan laporan yang telah diaudit oleh
auditor independen atau kantor akuntan publik.

Pasal 61

Pengelola Investasi berkewajiban menyusun dan
menyampaikan laporan kegiatan Investasi BLUD secara
periodik semesteran dan tahunan.

Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan kepada Bupati setiap akhir periode pelaporan
paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan
sedangkan laporan tahunan paling lambat setelah 3 (tiga)
bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan
kepada Inspektorat Daerah.
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Laporan kegiatan Investasi BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup laporan kondisi penerima Investasi
dan hasil Investasi.

Pasal 62

Bagian laba dari hasil pelaksanaan Investasi yang menjadi hak
BLUD disetorkan ke BLUD melalui kas BLUD dan dimasukkan
dalam laporan realisasi BLUD sebagai Pendapatan BLUD.

BAB VIII

SISA LEBIH PERHITUNGAN DAN DEFISIT ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 63

SiLPA dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada
1 (satu) periode anggaran tahun sebelumnya berupa saldo kas
BLUD terdiri dari Kas BLUD yang ada di Bank maupun yang
tunai.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
dalam tahun anggaran murni/perubahan berikutnya
sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan dan
kinerja BLUD dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada avat (2),
untuk:

a. memenuhi kebutuhan likuiditas; dan

b. membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD.

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD.

Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
dalam perhitungan anggaran pada RBA murni tahun
berikutnya.

Pasal 64

Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya apabila
dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului
perubahan APBD.

Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf b disesuaikan dengan kondisi masing-masing BLUD
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 65

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan
pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain
bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan
penerimaan pinjaman,

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan usulan pada tahun anggaran berikutnya kepada
PPKD sesuai dengan kewenangannya.

PPKD, sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan
anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD
dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat Pengelola BLUD
Pasal 66
Bendahara Penerimaan BLUD wajib

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan BLUD
vang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemimpin BLUD
melalui Pejabat Keuangan paling lambat pada tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban pada bulan akhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir
bulan berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat informasi rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas, dan dilampiri:

a. buku penerimaan;
b. register Surat Tanda Setoran; dan
c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Keuangan melakukan verifikasi kebenaran
laporan pertanggungjawaban keuangan.

Jika disetujui hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemimpin BLUD mengesahkan Laporan
Pertanggungjawaban.

Format laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara
penerimaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Bendahara Pengeluaran BLUD wajib

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BLUD vang

menjadi kewenangannya, meliputi:

a. pertanggungjawaban penggunaan UP/GU, TU dan LS;
dan
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b. pertanggungjawaban bulanan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Bendahara Pengeluaran melakukan langkah:

a. mengumpulkan bukti yang sah atas belanja yang
menggunakan Uang Persediaan termasuk bukti
pendukung lain yang sah;

b. berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a
kemudian direkapitulasi belanja ke dalam laporan
pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan
kegiatannya masing- masing; dan

c. laporan pertanggungjawaban UP tersebut menjadi
lampiran pengajuan surat PPD-GU.

Format laporan pertanggungjawaban UP/GU, TU dan LS
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Pemimpin
BLUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan per kegiatan,
yvang dilampiri:

a. buku kas umum pengeluaran; dan

b. laporan penutupan kas.

Langkah pembuatan dan penyampaian SPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan
penutupan kas;

b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi
jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan buku
kas umum dan buku pembantu kas umum lainnya serta
khususnya buku pembantu rincian objek untuk
mendapatkan nilai belanja per rincian objek;

c. berdasarkan rekapitulasi, Bendahara Pengeluaran BLUD
membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya;

d. dokumen SPJ beserta buku kas umum pengeluaran dan
laporan penutupan kas kemudian diberikan ke Pejabat
Keuangan untuk diverifikasi; dan

e. setelah mendapat verifikasi dan diterima, Pemimpin BLUD
mengesahkan laporan tersebut.

Format laporan penutupan kas bulanan dan laporan
pertanggungjawaban Bendahara  Pengeluaran BLUD
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vyang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan BLUD di Tingkat SKPD dan PPKD

(1)

2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 69

Pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan
pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala
kepada PPKD melalui SKPD.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat
pernyataan tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan laporan dan surat pernyataan tanggung jawab
mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan
kepada PPKD.

BLUD UOBK menerbitkan surat permintaan pengesahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan
kepada PPKD.

PPKD melakukan pengesahan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan menerbitkan surat pengesahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Format laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD,
surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat permintaan
pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan surat
pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

LRA;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Neraca;

laporan operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan perubahan ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

® =0 o

Pasal 71

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a,
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayvaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannva dalam satu periode.
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(2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf
c, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

(3) laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (1) huruf d, berisi informasi jumlah pendapatan dan
biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.

(4) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan
aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan
dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode
tertentu.

(5) CalK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g,
berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
dalam laporan keuangan.

(6) Format LRA, Neraca, laporan operasiona, Laporan Arus Kas
dan CaLK sebagaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Laporan Keuangan dan Reviu/Audit

Pasal 72

(1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 digunakan dalam rangka konsolidasi laporan
keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan tingkat
pemerintah Daerah.

(2) Tata cara penyusunan, penvampaian dan pengintegrasian
laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
pemerintah Daerah.

Pasal 73

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) disampaikan oleh
Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD selaku pembina
keuangan BLUD.

Pasal 74

(1) Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas laporan
keuangan yang disajikan oleh BLUD selaku entitas pelaporan,
dilakukan reviu atas laporan keuangan BLUD.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
satuan pengawasan internal BLUD.

(3) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal BLUD,
reviu dilakukan oleh instansi/SKPD vyang membidangi
pengawasan pemerintah Daerah.
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Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dibuat pernyataan telah direviu yang menjadi bagian
vang tidak terpisahkan dari laporan keuangan BLUD
semesteran dan tahunan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Setiap semesteran dan tahunan, Pemimpin BLUD wajib
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap
vang terdiri dari LO, Neraca, laporan arus kas dan CalLK
disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan
ke dalam laporan keuangan pemerintah Daerah, paling
lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dan
setelah dilakukan reviu oleh instansi vang membidangi
pengawasan pemerintah Daerah.

Laporan keuangan BLUD secara lengkap disampaikan kepada
PPKD melalui kepala SKPD setelah laporan tersebut
dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasikan ke laporan
keuangan pemerintah Daerah.

Format laporan keuangan BLUD tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB X
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 76

Ruang Lingkup Kebijakan akuntansi pada BLUD terdiri atas:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai
dengan pernvataan SAP atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi

dalam SAP; dan

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
dalam SAP.

Penyusunan Laporan Keuangan pada BLUD di Lingkungan
Pemerintah Daerah mengacu kepada kebijakan akuntansi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
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BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 77

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan
melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 66);

b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak belaku.

Pasal 79
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
SESUAT DENGAN ASLINYA pada tanggal 15 Juni 2025
: BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TID

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 24



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BLUD RSUD .......cccovnnrrmannness
RENCANA BISNIS ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN

JUMLAH

Bengkalis, 20....

Pemimpin BLUD,

NIP.



Format-& FEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BLUD RSUD ..

RENCANA BISNIS ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ............ -

[a] LRAIAN SUMBER DANA JUMLAH
JASA HASIL LAIN-LAIN PEND
LAYANAN KERJASAMA | YANG SYAH
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___|Belanja Peralatan dan Mesin Rp
g Rp -
b, Rp -
ldst Rp <
|Belanya Gedung dan Bangunan E -
b.. Rp c
_Fst Rp -
Belana Jalan, ingasi dan Jaringan Rp .
| T Rp -
b... Rp e
dst == Rp =
Belanga Aset T Rp .
a.... Rp =
|b.... Rp -
[dst Rp -
|Belarya Aset Lamnya Rp -
|I.. ¢ BP =
Ib..... Rp =
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JUM Rp - Rp - [Rp Rp Rp_- |Rp -

Nilsi Ambang Batas Sebesar Rp.................. Bengkalis, 202.
Pemimpin BLUD,

NP,




Format-A PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BWD Hsun R AR E A RRE R RS EEEEE
RENCANA BISNIS ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...........
NO URAIAN JUMLAH (Rp)
(1) (2) 3)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
Divestasi
dst
Penerimaan Utang/Pinjaman
dst
PENGELUARAN PEMBIAY AAN
Investasi
dst
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
dst
JUMLAH
Pemimpin BLUD

FomatA RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN per UNIT
BLUD RBUD .....ccosnceccsresensasass
TAHUN ANGGARAN ........ccccvmmneee

Program
Kegiatan
Sub Kematan
Sumber Dans E

No | Nama Barang/Jess | Spesfikasi | Jumiah| Harga Satuan | Jumiah Hargs | Satuan | Ruang | Keterangan

(1) 2 e (4) [5) [ G &

Total
Bengkalis,......oo..ooeusinnn 202......
Pejabat Tehnis Keglatan Unit ... -

s NIP.......... :




Format-A

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sumber Dana

Ind ikator

Capaian Program

Masukan
Keluaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALLS
BLUD RBUD ...ccisesasssnsnsassasasnsss
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .............

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
Tolok Ukur Kinerja ..... Target KIneria ....oooviivimes

Kelompok Basaran Kegalen @ ....ccoimimiisaiasia

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN | HARGA SATUAN
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JUMLAH

Benghalis, ....cormmisenrnsas@0Bannnss

Ambang Batas Sebesar RP.........ccoonivmrmrssnnes Pemimpin BLUD
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Format-A FPEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

RINGEASAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...........

JUMLAH (Rp)

(1

(3)

PENDAPAT AN

Jasa Layvanan

Hibah

Hasil Kerja Sama

APBD

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Jumlah

BELAN.JA

BELAN.JA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, [rigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnyva

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAY AAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya

Divestasi

Jumiah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

JUMLAH

Nilai Ambang Batas sebesar Rp......ccccoiiiiiiinnniann

.................................




Farmat-A PEMERINTAH KABUPATEN BENGEKALIS
RINCIAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGOARAN ...........

URAIAN JUMLAH (Rp)
i2) ]|

Juminh

PEMELAY AAN
PENERIMAAN PEMISIAY AAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
aneenran sebelumnyg

Divestasi

Jum Lty

L stasi

Pembayacan Pekek Utane Piniaman

s kb

Peanbiayaan Netio
Sisn Lebihf Kurnng Pemblayaan Anggarcan Tabuan Berkensan

(SiLPA/SIKPA)




Format-8 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN ........... ssissisian
Kode Uraian Rincian Penghitungan Jumiah
Fokrimg Yolume . Satuan | TerifjHangs [Rp)
i1 ] (4] 5 (]

4_!_ Pendapatan

4 1 PAD

4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah

4] 1] 4iXX Pendapatan BLUD

3 1] 40X Pendapatan BLUD

sl 1] abx]xx]odpendapatan BLUD

Jumlah
Bengkalis, ......... TR . | |+ F—

Ketlerangan .......coocovisrssninnns

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan :
0
dst
Tim Anggaran Pemerintah Dacrah Kabupaten Bengkalis
i MNama NIP Jabatan Tanda Tangan
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raTmal-g

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGHAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENCGKALIS

TAHUN ANGOARAN .....icociinrisiansisnsmsssiassnss

Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Program

Sasaran Program (Impact)

Capaian Program (Outcome)

Kegiatan

Crganisasi

Unat Organisasi

Jumbah Talom f- L BRL..rmmmsmimm st
il TR 1 B i it i s
Jumlah TahUn N* 1 BP...cimsmmisimsmmsismss s s e

* Brrrrrrensrrrasarrssaren aveanns
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Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

Inchkator

Tolok Ulkur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan

Keluaran

Haail

Bub Kegiatan
‘Sumber Dana
Sub Keluaran
Wakitu Ptlalnlnu.n BRI v
Keterangan

;{Kuanutal, dc:nsu.n satuan disamakan/sub Kcyn!u.n]
Bampai ..

B4 EE SRR BT A R

a Batuan Kerja Perangkat Dacrah

Lokasi :Provinsi Lampung

Hode
_Rekening

Rincian Penghitun

Volums Satuan

Jumlah
(Rp]

|

(3) (4)

LLL )
Taril/Harga
]

[6)

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD

|xx | Belanja Pegawai BLUD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah BLUD
Belanja Modal Tanah BLUD
Belanja Modal Tanah BLUD
Belanja Peralatan & Mesin
Belanja Peralatan & Mesin BLUD
Belanja Peralatan 8 Mesin BLUD
Belanja Peralatan & Mesin BLUD
Belanja Modal dst
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Jumlah A ran Sub jatan

Jumlah Anﬂu‘n K:nuun
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Direlctur,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Nama

F

NIP Jabatan

Tanda Tangan
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BATUAN EERJA PERANGHAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN .....cocinerosmimmuiiasemsinsaisns
f XN LT MO o v mmnmas satn s o s B amih 8358 55 B S B e - B R S R b maE

Rincian Anggaran Pembiayaan
Uraian Jumilah

(Rp]

(1 {2) (3)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran [SiLPA)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD

XX|Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD

Divestasi

Divestasi BLUD

Divestasi BLUD

Divestasi BLUD

Penerimann Utang/ Pinjaman
Penerimaan Utang /Pinjaman BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD

XX Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
Jumlah Penerimaan Pembiayaan)
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Investasi

Investasi BLUD

{Investasi BLUD

XM|Investasi BLUD
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman BLUD
(XX __[Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman BLUD
XX Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman BLUD

Jumiah Pengeluaran i
Pembiayaan Nena
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Direktur,
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Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
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Format-C PEMERINT AH KABUPATEN BENGKALIS
BLUD RSUD .
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN .............
NOMOR : ...

NO URAIAN JUMLAH
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3
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2

4|Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
B...o

b....

dst

5| Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

Rencana Penarikan per Triwulan : Bengkalis.................... 20....

Triwulan | Rp.oeennee Pemimpin BLUD,

Triwulan || Rp......cccvneeee
Triwulan 1 Rp......ccconneee
Triwulan IV Rp.................
Jumlah B i

NIP.



PEMERINTAH FABUPATEN BENGKALIS

BLUDRSUD .............. e

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN .............

NOMOR : ..cocvrinrene
BUMBER DANA
HASIL LARN-LAN PEMND JUMLAH
SASA LATAMNAN HBAH HERLIASAMA, H.-Fl.
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Rp =
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Rencana Penarikan per Trowulan © Benglosa, .
Trimulan | Ape— ... Permimpin BLUD,
LT PRI T ——
Triwulan 1 Rp.......... -
Triwulan IV AR i
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Format-C

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
'Lun muu Lo LI Rt R Rl Sl eIl ]

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...........
NOMOR : ..........

12

e =

)

JUMLAH (Rp)

(2)

3}

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhituy ngan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

dst

Penerimaan Utang/Pinjaman

dst

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

dst

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

|dst

i JUMLAH

Rencana Penarikan per Triwulan :

Bengkalis, .. 202
Pemimpin BLUD

Triwulan | Rp...coovinnne
Triwulan Il Rp..._..
Triwulan MRp................
Triwulan IV Rp.omn.

Jumilah B coniians

Format-D

T

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERM PERANGEAT DAERAH

HNOMOR DPA SKPD

Formulir

M- X-X X-X X 00 D00 4

DPA Pendapatan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN ANGGARAN .....ocoooeninniins R "

Organisasi R R DO i i L
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Rincian Penghitungan Jumlah
Rekening Volume Satuan Tu'ifﬂ-llrll (Rp.)
{1} i2) {3 (4] is} 16}

4 Pendapatan

4 1 PAD

4] 1] 4 Lain-lain PAD yang Sah

4] 1] 4ol Pendapatan BLUD

4] 1] 4] | Pendapatan BLUD

4| 1| 4o |XX XX |Pendapatan BLUD

Jumilah

Rencana Pendapatan Per Triwulan Benghalin, i J0R i
Triwulan | RP. . Mengesahkan,
Triwwalan 1l : BP. . Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelols Keuangan Dasrah,
Triwulan i : Rp.....ooeee
Triwulan IV : Rp.eeeee

Jumiah :Rp...coviiee
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FoTmai-L
DOELUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir
SATUAN KERUA PERANGKAT DAERAH -0 W -3 300 00 0U00 4 DPA RINCIAN BELAMIA SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUMN ANGGARAN ........omosiimmnnssissmassinss
Urusan Pemerintahan Bt i
Bldang Urusan
Program
Sasaran Program (impact)
Capaian Program [Outcome)
Kegatan
Organisast
Unit Organisasi
Jumilah Tabun il Bpe i assaaninas
Jurmlah Tahun nRP..c et iamsais sbimasaans
Jumiah Tahun n+1 Rp.
Indikator dan Tokok Wik Kinerja
Ik tor Tolok Ukur nerda Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Mayaican
Kelugran
Hasil
Rincian Anggarn Belanja Keglatan Satuan Kena Perangkat Dasrah
Sub Kegiatan 8RS R
Surmber Dana S e e . Loksu ; Kabupaten Bengkalis
Sub Keluaman - [Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub Eegilatan) ..
Waktu Pelaksanaan SR i RN i it o
ml'“'l T mmiamsssenridreimeiing
Rincian Annlrin Belanja Satuan Kerja 'eﬂnﬂl‘. Daerah
Kode Uralan Rincian Jumlah
Rekorirg Vokume Satuan | Tarif/Margs )
{1) 1] 3 [a) (5 16)
s{ 1] 1 Belanjs Pegawai
5| 1] 1 |Belanga Pegawal BLUD
5| 1] 1w pon | |Belanis Pegawai BLUD
5] 1) 1 o |Behriil’egimlﬂl.l.lb
s| 1] 2 |Belana Barang dan lasa
gl 1] 2fa | Betania Barang dan Jasa BLUD
5| 1| 2[em fan |Betanja Barang dan Jasa BLUD
U s 1] 2[xx [ Jux |Betanja Barang dan fasa BLUD
| sf 3] 3 |Betanjz Modal Tanah
5| 1] 3fm | Betania Modal Tanah BLUD
5{ 1 31:_1 wx | |Belanjs Modal Tanah BLUD
50 1] 3lux Jux |ox |Belanjs Modsl Tonah BLUD
si 3 4 |Belania Peralatan & Mesin
8| 1] 4l |Belanga Peralatan & Mesin BLUD
5l 1| 4la o | |Belanja Peratatan & Mesin BLUD
8] 1] 4l [iox o |Belanga Peralatan & Mesin BLUD
sl 1 x |__|Belanjs Modal dst
Jumish Arggaran Sub Kegiatan
Jimish Anggeran Keglatan
fencana Pendapatan Per Trwulan | R ——— [+ - S
Trivdlan | : RP. s Mengesahhan,
Triweulanil :Rp__..._... Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Triwulan 1 : Rp_...........
Triwulan IV : Rp_....ccocen
Jjumiah AP ... S R
IO o b g i NIP....... N
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Format-D
DOKUMEN PELAKSAMAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir
SATUAN KERIA PERANGEAT DAERAH X300 X-X K- MK 00 0.00 4 DPA PEMBIAYAAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN .........ooiinmmimniimemsnnmianin
Organisasi S N T T I iy i o e A B i
Rimcian MEnn Pembiayaan
Kode Iumiah
Uratan ¥od
11} ) ]
6| PEMBLAY AAN
8 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
i o 1] 12 |Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
EEET _|Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA) BLUD
_ 6l 1] a)wx x| [Penggunaan Sisa Labih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD
6 1] 1/xx xx [xXx |Panggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD
6 1 2 |Divestas]
8 1] 2)o |Divestasi BLUD
5 1] 2fwor hoc | |DivestasiBlup
6l 1] 2[m [xx [ax [Divestas BLUD
8 1| 3 | Penerimaan Utang/Pinjaman
& 1| 3ho |Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
& 1] 3por box | |Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
6 1] alu |xx [ [penerimaan Utang/Pinjamen BLUD
Iurmdah Penerimaan Pembiayaan
6 2 1 Investasi
6 2] 1xx Investasl BLUD
8] 2| alwe [t | linvestasiBiuD
8] 2] a|mx [od [xx Jimvestasi BLUD
B 2 2 |Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
| o 3] 2w [Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman BLUD
| & 2 2| ot [Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman BLUD
| 8| 2] 2]ox fox [xx [Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman BLUD
lumiah Pengeluaran Pemblayaan
Pemblayaan Netto
Rencana Penerimaan Per Triwulan Bengkalis, .o 02.
Triwulani @ Rp. ..o Mengesahkan,
LT T — Pamimpin BLUD, Pajabat Pengelola Keuangan Daersh,
Triwulan 1l ; fp..
Triwulan IV RPL..onn e
Jamiah cRRL .l e e o
Ml I i ssmesiiabimmiiminisions



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .......... (1)
BLUD wcieees (2)
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKT! : ccccocinnaninns {3)

a. Bendahara Penerimaan BLUD @ .....c....... (4)
telah menerima uang sebesar .......oovceeeun (5)
b iaian R PR e R | [8)
b. Dari
Nama (7
Alamat B (8)
c. Sebagal Pembayaran | ...cccoscsmme 19)
Kode Rekening (10) Jurmnlah (Rp) (11}
BT %o s -+ S [ —— "
F IR B i R —————— i
d. Tanggaluang diterima @ ... - (12)
Mengetahui (13}
Bendahara
Penerimaan BLUD Pembayaran/Penyetoran/Kasir (13)
(ttd) (ttd)*
{nama lengkap) {nama lengkap)
|| T—
Lembar asli : Untuk pembayaran/ penyetoran pihak ketiga
Salinan 1 ¢ Untuk arsip bendahara penerimaan BLUD
Salinan 2 : Arsip
*ttd untuk kasir optional

Petunjuk Pengisian Tanda Bukti Pembayaran [TBF) :
"1 Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota
BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan.
Nomor bukti diisi nomor TBP;
Bendahara Penerimaan BLUD diisi nama Bendaharan Penerimaan BLUD;
Telah menerima uang sebesar diizl dengan jumlah uang yang diterima secara nominal;
Difisd jumlah uang yang diterima dalam huruf;
Nama diisi nama pembayar layanan barang dan/ atau jasa BLUD;
Alamat difsi alamat dari pemberi pendapatan;
Sebagai pembayaran diisi dengan uraian pendapatan BLUD berdasarkan kodefikasi akun BLUD;
0. Kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan
berdasarkan kodefikasi akun BLUD.
"11. Jumiah dilsi dengan jumlah penerimaan yang diperoleh menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan BLUD.
2. Tanggal uang diterima diisi tanggal saat penerimaan pendapatan darl pemberl pendapatan.
13. Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD dengan mencantumkan nama lengkap
dan nomor induk pegawai dan Pembayar/Penyetor/Kasir,

o] !ﬂ‘ F‘ .""“ _ﬂ'l‘ 5‘-.1 F”l '_HI" .h" -



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ......cooonverne (1)
BLUD wevvercensrissncs (2)
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. s [3) Bank | e—
Hni m“h! e — [5]

Harap diterima uang sebesar

(dengan huruf)

B e i )
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : (7)
No Kode Rekening Uralan Rincian Objek Jumlah (Rp)
Jumlah
Uang tersebut diterima pada tanggal (8)
Mengetahui, - ,Tanggal vvuecciiacnnene. {9)
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
{ttd) (10) {ttd) (10)
{nama lengkap) nama
NIP. ............. - NIP. cccvircssorsmass i

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Petunjuk Pengisian Surat Tanda Setoran (STS)

" Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Namaor Bukti diisi nomar 5TS;

Bank diisi nama bank tempat rekening kas BLUD;

Mo. Rekening diisi no rekening bank tempat rekening kas BLUD;

Telah menerima uang sebesar diisi dengan jumlah uang yang diterima secara nominal dan
jumlah uang yang diterima dalam huruf;

Tabel diisi sebagai berikut:

a. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian objek pendapatan.
b. Kolom uraian rincian objek diisi dengan uraian nama rincian objek

oY Y B Wt Y e

:""‘

c. Kolom jumlah diisi dengan jumlah nilai nominal penerimaan setia rincian objek pendapatan.

Tanggal uang diterima diisi tanggal saat penerimaan uang dari STS.

Mama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan STS;

0. 5T5 ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan Pemimpin BLUD
dengan mencantumkan nama lengkap.

=Y 10" po¥
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PEME RIN TAH RABLPATE N BENGEALIS
EURLE IGAS UMM PENERIMAAN DM PENYE TORAN BLUD
BEMDAHARA PENERIMAAN
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[T p—) ]
LEL T ——— ]
Pariode | PR (L]
..Hl
| Feremmaan ran i
1 N Buirti Trarsaled g Cara Permbayaran Kode Bakening Uraian Jumlah | Mo 5TS Tg Jurrdah
2 3 1 5 i 7 [] [ 10 1
L Saldo Amal
1 K e T
1
i lumlah |5)
1
Tuirilah Persienaan ] e — -8
Iumilah yang Dietorkan Tsnssmmasy 1)
LT R
Paida hari s Langgal ... . Buku Penerimaan dan Penyetoran @ Wi oleh kami den leidapat sebdo Kt sebetar
Rp . [B)
L 13
Towdhri dari « (40}
. Tunai
a. Sakdo Bark
o Laenya
Werpetahal Memyetups {11}
Pemimpn SLUD Bendahara Penerimaan BLUD
fndy friel
frwma benighng) Inasna lenghap)
[ R — NP

Peturguk Pergisian Buky Penetimasn dan Perstoran BLUD.

LR I T N |

1 BLUD i narma BLUD yang berangkitan;
2 Tabun anggsran diisi tahun anggaran sast Buku Penerimaan dan Penyetoran BLUD dsusan;
1 Periode difi maca damurya Bula Peaenimaan dan Peoyetosan B1UD diasar;
4. Pergruan 11 {sebelas) kolom pads tabed dis| dengan cara sebagal beniut:
Harboen [1) disel dengan nomor url transais| MmmmmIMﬁﬂwlh seterum iy |

Komor urnut yang dgunakan adslab nomor unst per i e, e il mabu Erarrssied
MMMMMMMhmmIﬁMmﬂmnmﬂ
transalrs yang pertams kali dicatal.

Kol (1] duni demgan nomor bkt trsmaskai peneremaan,

Enlom (4] diri dergan core perndayaden mslahs bas berilabas s atau bank

Kolom (5] diisi dengan nomor kode rekening.

Eplotn (8] difsl dergan uarsan transaiog

Eolom (7] disi dengan s h ruglsh Uaisaks) penerimaan

Koo (8] dini dengan nomor bults remaksi 5T

Kb (9] dash dengan 11amsansl pevyeioan

Koborm | 10§ disi dengan jenlah rupiah tramak penyetonan

Kalomn [11] desi dengan uraan keterangsn jha dperiukan
b purnkah diisl penjmiahan deri kotom pererimaan ds
amﬁumunmmmmmm-—nﬁnm'l
7 D pamlah Rp pempetaren salte pada waat lenggal penutipan Buby Penesimaan dan Peeyetoman; *]
B. Dhisi pomlah kp sabdo sampai dengan saal L gl pemdupan Buku Pererimaan dan Pempetoran, *)
. i i Rp visa bars dalam buruf pmiah saldo fp dengan bund sast pertupan Buku Penerimesn dan Penyetorar; ©)
10 Ditsi paniah sabdo Rp yang dirnc meiurdd jardal funel, sakde Bk &0 grat berharga wat peratupan Buky Penerenaan den Peryetoram 7|
11 Tarde tangen ditanda tangani oleh Bendahara Penerenaan BUD dan Permmpin BLUD daertai nema erghap =)

e hanys pada waat prriupan diakhe bulen untuk keperiuan peryusunan Lagors h Perlafygiengewabs n Bendahasa Peasvirmaan Bul



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..... (1)
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REGISTER 5T5
BLUD ........ (2)
TAHUN ANGGARAN ... (3)
Bendahara Penerimaan s (4)
Bulan 8 ki A8
.[B)
INdl No.STS | Tanggal | Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket
1 2 3 [} 5 6 I g8
00 300, 300, XX
Mengetahui/Menyetujui S —— 20...(7)
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
{ted) (8) {trd) (8]
{nama lengkap) {nama lengkap)
MIP. visncciiinss || R

Petunjuk Pengisian Register Surat Tanda Setoran (5TS) :

[- T ST

o ~4¥

. Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kotz;
. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran penyusunan Register 5T5;
Bendahara Penerimaan BLUD diisi nama Bendaharan Penerimaan BLUD;

siolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi 5T5
*Kolom (2) diisi dengan nomor STS
sKalom (3) diisi dengan tanggal STS
#Kolom (4) diisi dengan nomor kode rekening transaksi di 5TS
#olom (5) diisi dengan uraian transaksi 5TS
*Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan yang disetor menggunakan 5TS
sKolom (7) dilsl dengan nama penyetor penerimaan ke Rekening Kas BLUD

sKolom (8) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
. Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Register 5T5;
. Register STS ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan Pemimpin BLUD dengan

Mencantumkan nama lengkap.

. Bulan diisi Bulan periode daftar 5TS yang ada pada satu bulan;
. Pengisian B (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagal berikut:
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PEMERINTAH KEBUPATEN/KOTA ...., (1)
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN
(SURAT-PPD- UP)
NOMOR .............. {2

Berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD ... Nomor... Tanggal ... (3) tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk

BLUD ... - |4}, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Uang Persediaan sejumlah Rp. ... (5)
Terbilang EER ey i6)

Nama Bendahara dan Nomor Rekening Bank wssmind sisia (71

.......... 20.... (8)
Bendahara Pengeluaran
BLUD
(red) ()
(nama lengkap}
MR i

Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat -PPD-UP;

Wt

e

w e

Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

Nomor dirsi dengan nomor Surat -PPD-UP

Nomor Keputusan Kepala Daerah dissi dengan nomor Keputusan Kepala Daerah yang mendasari penetapan jumlah dana UP.
Diikuti dengan pengisian tanggal Keputusan Kepala Daerah tersabut.

BLUD diisi dengan nama BLUD yang menerbitkan PPD-UP dan besaran UP-nya ditetaphan lewat Keputusan Kepala Daerah.
Jumiah uang diisi dengan jumiah/besaran dana UP yang ditetapkan untuk BLUD tersebut.

Terbilang diisi dengan jumiah terbilang dari jumiah dana UP yang ditetapkan.

MNama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran BLUD

pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan Surat- PPO-UP;
Mama |bukota tanggal bulan tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Surat -PPD-UP; dan

Surat-PPD-UP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN/KDTA ... (1)
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA GANTI UANG PERSEDMAAN

Ringhasan DBA/DBAP (3] ]

Jumilah dana DBA/DBAP Iq. [
Ringkasan Anggaran Kas

Anggaran Kas Jumlsh

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

-HH“!;

Jumlah |Rp {Hp
Sisa dans diusr snggaran kes berkenaan dan triwulan

sebalumnys (1-11)

Ringhasan Belanja

Belanja UP/GU
Belanja

Jumdoh {r)

Siza Anggaran Kas Triwulen bersanghutan yang
btlum dibetanjakan (-]

RINCIAN PENGGUMNAAN (4}
Program: ...
Sub Kegiatan : .....

Kode Rekening Uraian Jumiah
e

Total
Jumiah PPD yang
diminta : (s
Terbilang - ]
Mama dan Nomar : {7

PR Beetly . Rl .
Bendahara Pengelusran BLUD

(etdi (9)

injuk Pengisian Formulic Rencana Penggunasn Sura-PPO-UP;

Kabupaten/Kata dilsl dengan nama Kabupaten/Kota,

Womor diis] dengan momor Surat-PRO-GL;

Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. lumniah dana DBA/DBAP diisi dengan jumiah dana DBA/DRAP untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Bingkasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Angiiaran Kas yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yany bersanghutan
Masing - mesing Anggaran Kas per Triwulan, diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seharuh Anggaran Kas untuk BLUD
yang bersangiutan dijumiahkan (diki pada tempat bertanda il Rp ... ...}

€ Pada ternpat yang disediakan (bertanda L Rp ... ) diislican hasil pengurangan jumiah total dana DEA/DBAP untuk
53ty tahun anggaran dengan umiah total dana Anggaran Kas BLUD Triwulan berkenaan dan Trisalan sebelumnya.

d. Pada kolom di samping kanan Surat-PPD Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicasrkan uatuk beperhan UP

& Pada kolom disamping kanan Surat -PPD Peruntukan GU ditsi dengan dana yang tefah dicairkan wntuk keperivan GU.

f. Pada kalom daamping kanan Surot -PPD Peruntukcan LS dilel dengsn dana yang telab dicairkan untuk keperluan pembayaran LS

£ Selurvh dana yang telah dicairian djumiahkan dan disikan pada termpat dengan tanda Il Rp ..

h Pada tempat dengan tenda (-0 Rp ... . Desiksn jmniah hasil pengurangan dana seluruh Anggaran Kas berkensan dengan

dana yang telah di Surat-PPD-kan,

Tabel diisi dengan petunjuk sebagal bevikut:

&, Progeram diisl dengan nama program dan jenis belanja.

b Keglatan diisi dengan nama kegiatan dari jenis befanja.

€ Suby Keglatan dilsi dengan nama sub kegistan dan jenis belanja.

d. Koloem kode rekendng ditsi dengan kode rekening jenis belanga.

& Kolom uralen diki dengsn uralan) nama rekening sesual dengan kode reken ing yang telab dilsicen pada kolom kode rekening,

f Kalom jumiak tidsk peu dil kecual pads baris TOTAL

£ Baris TOTAL dilsi persis sama sesuai dengan jumiah dana Surst-PPD-GLU yang diminta.

Disi dengan nilal jumiah/total PO GL yang diminta,

Tertitang diisi dengan jumish terbilang dari nilai TOTAL

Masma dan Aomor rekening bank disl dengan nama bank Boserta nomor resening bank bendahara pengrivaren BLUD pada bank

tersebut yang akan dipakal untuk pemindabbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan Surat-PRD-GU;

Mama ibukats, tanggal, bislen, tahun gl berdacarian saat pembuatan Surat -PRD-GU; dan

Surat-PPO-GU ditandatangani olsh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan mencantumian nama lengkap dan NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN/ROTA ..
SUEAT PERMINTAAN PENCABAN DANA LANGSUNG
[SURAT . FFD LS)

L, Dl —— 2]
Hinghasan Keglatan

; ]
H 4
1 =

(8}

7

(o PTMY b, OV d, Ferna e lain- Ll (5]

: (9
b ! (1)
i

Hiarwiiahy
Ll
hamlah PO yang diminta (18)
Terbilang (L]
Narrii dan Momor Rekening Bank | ' [E.r)
——— ]
Mongsiahis,
Pegatial Tekniy Kegiatan Bendatara Pengelusran BLUID
{md] {22}
(o) [22)
[rarma lengeag) [narma lengeag)
| — - | S

r™
2, Momor Sisl dengan nomor Sunt SPROLY;

1. Brograen dial dengan kode dan rama progrim perurtolan L5

A, ERaan mii Aeegan ke da i b gt

5. Sub RE@Etan S dergan kode dan rema sub bepatan serurteken LS.

B Mo daen Bargga! (A DIAP Sia dengan rosor das tingasl senetagar DBATDRAR wrius legatan
7

| 8

. A perahasn dik Sengan NEIma pensanasn pined ketig yang melaksanakan epatanth
Btk perusabuan dis dergsn cara memi i wish st bttt peuashe ar v tenedis Bl Menuishan ek (e EheanTye
s v Bk el Nk M3 R Pl ihan vang ersecia
T Kmrnal peaatwarn f dengas 6dmet ENAaan yang MeEaansian ieglatan 15
L0 AT FaEd N DETLSSREST i GErEE MR DT (et L | eroasbhaen wieg relabdcakan unglalen LS
11 Kama e romor rekering bark difs demgen moma dan fomoe rekerey bk dorl elaidans kegiaten L5
12 Moo mntrak dilsl dergan romor korerak peterlasn sntars BLUD dergan perusabien pelsisins keglalen L
18 Geginten ianjnen disi dengan cana meeiin ya i merang peserEan bervitat @njatan dan pEn tidat fla memmang bakan pekerjsen lanjten
ltmmwtiwmmw
ﬁsmnﬁnﬂ-w- - L {pekerjamn dergan mengRraken caiMat yang padat dan singat
"I6 Tt (s e peturiik betagad beriint:
& e Aen D DEAP oi iy Sengen jemiah dera DBATDEAP uniul sty ahen snggersn yeng beisegiulan
= Ringuian Arggaran L dis dengan ringkassn Anggeean L yang teish deerbitand ditetaman ustul BLUD ying beasgutan
aung - ey Argieren s e Trisulan, Simiusn Salam L0k ACI0IT yeng TEReda. Lifu seiunub Anggaran ke per Tredan
diniegn dalem kokem - bolos g Erevdis Lal s ruh drggaran s urml BLUD vang Sersargoutan dhearmia® e
|l pancim tewpsa § et . Ap L)
. Ppdi tempat yarg Srendaian eranoa 1 Sp }isikan fasil pergurargan jurmish ot dava DBA/DEAP untu Wy @i
arggeran tengan jurmie tolsl dare Aoggarsn Las BLUD Tl en berienasn den Triwulan setebnrys.
& P oo LTO Kanan Serat -FPD Peruntukan UP ditt dengan dara yang telal dicairtan untuk keperian UP.
* Dy it irmieeg Larar Srsl PP Perursiuban @il dile dengen dare wng brls® dicsirtan urtl b e m G
1. Fada iolomn deampeng kenam Sural -SP Perunluin |5 din dergien &ird vany 16 SRR WP keperun pembayaean LS
§ Seluruh dare yarg Tt diesvan dierml anian dar disikn pada teepat dengan tarda (0 ®a
= Pacs termnsl dengan laris 51| Bp | dSalen et Funl (g ngan 06 el AgEaT n Las bevue naan dengen dene e beteh ol sarat - PID- wan
17 Tabe' diai dergen pelurpuk wiagi beriet
& Eolie e elsvenyg dli Seegan bnde reteng e belsoa.
& Kb urakee ci) GengRr Lraiany TEITa NPLETINg S DETgan koo rekeming wang T dEan D koRin koge relening.
o Mrrkes ot Vil b e o5 b s e e bt TOTAL
A Barks TOTAL dinl pres s se bl dergan uimiah 2ana Sorat. 0L yang dimenta.
"Li. Dl gengan jumiahyfiotsl PO LS yang dminta
"1 Tertslang disd dengee jumiah el ang dan sl TOTAL
"36 Marng dar normor ek hird 450 SEAGREN N bk beerts nomor rekerng ek ol e GEs urtuk Soinkan eaar perertiten St -PRD-LS
Fa pita i jurmkatreya bk dagat ciiuis nacat terlarngir dengan lasrpanen dafies resereng berk (ihal rtigs
"1 Mama butiots, targyed, builan, labun Sisi Derdasaran saat pemrbioaten Surst - FRD-L; den
" Tzl AL LS Stahdatargate cieh Peabat Teine Kegatar den Gendatars Pergel BLUD dergan rama lengiag dan W
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...... (1)

BLUD ....... (2)
REGISTER PENGAJUAN SURAT -PPD
Halaman e (3)
Mo Urut | Tanggal | Nomor Surat-PPD Uraian JNAD SaTO D
up | GU | s
1 2 3 4 5

PO RO IR RRenr | PN |
Bendahara Pengeluaran BLUD
(ttd) (S)
(nama lengkap)
NIF. e

Petunjuk Pengisian Register Pengajuan Surat -PPD:
1 Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten,/Kota;
"2 BLUD diisi dengan BLUD yang bersangkutan.
"3 Tabel diisi dengan
a. Kolom (1) diisi dengan Momor Urut Surat -PPD untuk pengajuan PPD.
b. Kolom (2) diisi dengan tanggal dan Nomor Surat- PPD untuk pengajuan PPD.
c. Kolom (3} dilsi dengan Nomor Surat -PPD untuk pengajuan PPD.
d. Kolom (4) diisi dengan Uralan Surat-PPD untuk pengajuan PPD.
e. Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah Surat -PPD UP/GU/LS sesuai kelomnya untuk pengajuan PPD.
"4 Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Register Pengajuan Surat -PPD ;
5 Register untuk pengajuan Surat -PPD ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.




PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ... (1)

23

BLUD........... (2)
REGISTER SURAT -OPD
Halaman : ......... (3}
No Urut Tanggal Nomor Surat-0PD Uraian Junseh Surat -OPD (h5)
up | GU LS
1 2 3 4 5
20 ... (3)
Mengetahui,
Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan BLUD
(ttd) (6) (trd) (6)
(nama lengkap) (nama lengkap)
| R NP, i,

Petunjuk Pengisian Register Penerbitan Surat-OFD:
" Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota.
2. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan.
:3. Halaman dilsi angka sesual banyaknya halaman register yang dibuat;
4. Tabel diisi dengan
a. Kolom (1) diisi dengan Nomaor Urut Surat -OPD yang ditolak diterbitkannya Surat-0PD.
b. Kelom (2) diisi dengan Tanggal Surat -OPD yang diterbitkan.
¢. Kolom (3) diisi dengan Nomaor Surat -OPD yang diterbitkan.
d. Kolom (4) diisi dengan Uraian Surat -OPD yang diterbitkan.
e. Kolom {5) diisi dengan jumiah rupiah Surat -OPD UP/GU/LS sesuai kolomnya yang diterbitkan.
5. Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Register Surat-OPD ; dan
. Register Surat -OPD ditandatangani oleh Pejabat Kevangan BLUD dan Pemimpin BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP,



SURAT OTORISASH PENCAIRAN DANA [0PD)
PEMERINTAH LABUPATENKOTA . [1) UP/GUfLS*
Momor | i
Nomor D8A : i) Cari ; -:Eﬂ )
Tanggal DBA T e —————————————— -
Newmar OPD : L) o
Tanggal OPD 1 L] k. LT T T R — L]
BLUD J 171
Bk P (10
Henelaklsh mencalsanmermndahbuokuben dan Bark Heseoeng Nomod
Llang seteesar h‘.___... nmn
............ |
Kepada i (1
WEWE : (1%
No. Relkering 5 [14)
ik /P 1 115}
Uimtulc 1 {18}
i
Ne Kode Relening Uraian umish
N
ruullnp.
Pota ngan- Potongan
Ursen | bomish Keterangan
1 It Wiajit Pegarwai* * |5p
2 Tabuurygan Perumahian Pegawai* * [%
3 B Kesehatan {rp
4 Dug, 4= I
surniah] Rp
Inforinai | [Potangen Pajok Tidak e gl Jismilah Bermbayaran 0D}
We Wradan | Iumlah Esterangan
1| Umanig PP 21/22/23
2i Lnang, PPN E
[N v— : |me
dumish{fp
OFD yarg dibayarkan
Jumiah yang diminta : Bp (18
iurrdah Potongan : Ap (1=
surmkah yang disayarkan : Ap {x
........ epemnrrt o2, (21
Pirepinan SLLD
e} (22)
{raema tenghap|
NI s
* codel y@ng tidak peria
** menyesualien ketentuan ebib Lt
** ey e ketentisn perundang-undangan

Petunpl Pengiian Formuls Swet-OPD.
. Wabupaten/Kots disi dengan rama KabupetenKota,
Wormor disl dengan nomor Sarat - OPD UPGLSLS
Korrar dish dengan nomor DEA,
Tanggal sl dengan Langgsl DRA.
Kormor dissi dengan nomor Sarat -PRD UR/GLYLS
Tanggal div dengan langgsl srat MO URGUA S
BLUID desi dengan nama BUURD yang mempeoses Sarat- A doml
D sl ol Pirmgaran BLUID,
Taibun Arggaran disi tehun snggaren proves Surst -PPD dan Satat -OPD dilakskan.
10 Barnk/Pos dini narma Bank /Pos ternpat pemirgandn Bebeoing S 8000
11 Uang sebesar dis demngan jurslah dana yang dirmenta untuk dicairkan swal penerbtan SaEt-Or
Perisann disertad dergan jamkah teebilang darl dens varg dinirts bk easban terebo.
L2 Kepads disi deogan nama Berdahans Perpehiaran BLUD wtuk mekansme URGL dan dis
dergan narma phak ketgs (pei bt penpsiols BLUD, pogawsl 8100, Satmn Pergavs inteemal A9 HLLO dan
Dewan Pengawas BUUD untuk 1S gaj pegawal BLUD Mos PNS, hanod, tunjengsn. Retap biss dilarmpirken sebagsd b mgeran Sorat-0PD
dan i farat. 0PD diw dengan naray “tersmpli®; nama mhal ketiga yang memberilan jais stau menpial harsng Lepads BLUD untul LS barang dan jas )
untul mrskanieme LS karena serat -0PD LS akan dberilan lanpung kepada phak ketiga tanpa melewat bendahara pengeluaran BLLID,
12, NPWP i dengan NFWP Berdahsis Peegeiuaran BLUD wriuk mebamsme URGL dan dind dengan NFWT pitak ietgs ok mekemsme 15

o o e ¥ et

el

*14, Momar rekenng diis denga rekerung Bark,Pos pejabat pengsiols BLUD, pegawai BLUD, Satusn Pengawas Intermal/SF1 BLUD dan Dewan Pengawas B0
hak betiga

s Bl Pos diiss nama Bank/Pos terepat rekening Bark /Pos pejabat pergelolasn BLUD, pegawai BLUD, Sstuan Pengawas Inteimal /5P BLUD dan Dewar
pengawas BLUD phak detig

*1& Uniuk disl dergan narau beperhon pengauan Seat-OPD yang & OPD-kan.

U7, P tabel s

& Kolom mo dis: o Wt kode rekening s belana;
b Korlom kode relering fiis dengan bode relening progam , kegiatan BUUD den e belanja,
¢ Kobom urasen dils denpan oradsn/nama rekenesg sesoal dengan kode rekenng yang telab disikan pads kolom kode miening
A Koo et tidsk periu disl becuall pada bars TOTAL
e Barks TOTAL dilsi persis saima sesual dengan jamlah Rp dana Surat <0910 yang dimta,
1 Prsiosrggan lrugia wean wagh pegawai, Tabungas p s pagawmi clain p e s e lainmya dins el dengan ketertuan petundangan yaing berlabu
Jurnbab polongan bn skan bnyBung diludinglkin din ieuening kas BLD weengpa akan mengurang) juenkah 00 | dan
£ Potongan beeupa PPN PR, dan/atau papk lainmya dins sesuai dengan ketentuan perandargan yang bevlaka. lurmil ab teinebat harga Lsbagai Fformasu
dan tidak rengueang umiah OPD. Meskpun atas kesepa katan BUUD metsbukan p gan irdaban tersebt dlakuban stis naine berdabara
peergguara s B LD
LB hrah yang deninta. din desgan jumis b Bp dana Suat -OPD yare diminta,
“Ia Jurmviah potongan dess dengan umibsh Bp yang, dipotong den dena St -0PD yeng, diminta.
111 Bl g i yarian dind devgan purmleh Rp dalem sngha dan it png dbavarkan daer jirmlsh Bp dena St -OFD yang davents dikuang jamlah te

prtongen
"¥1, M kot targmal, baikan, 1 hun dini Serduarian wast peebus tan Sunst-000 | dan
"r2, Sarat- 0P ditandaiangars oleh Permmpin BLUD denigen mendsntuemken nams lengeap dan NIP,
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FEMERNTAN RABUFATENROTA _. (1)
BUALT IS Libieited Rl LU ARAM BLLID
R IONNHAR A P GE LU BRAT
U (3]
Tarun beggeran e 0
Fariote L]
Lu]}
Mo | N Tewraakd | Targgel 1 Lodw Rmring. | T safdn
I T G | ] 1 [] n
Flh Hawnl
LU R ]
A 1
Juwia |
TP LR AL L —— ] | 1
L i B Lk m
bariah st I, g 410
o My )
ln-unu eyl Bk K L Lo it b e 960 A | e M2 ] Bt i Mgt b o, b
4aky]
flll-lﬂhd 1y
o Tunai o, Paniar
o Salds Sk o, Pais
eyt b Tele rner i (1510 Berdabars Pengnlaswn AL LD
Pmirngin BLUl)
T
i lerahan]

BLUD s e BT e e uter

TaFum doggersn de e grggenan sast Suky L e Peogecsra s B0 0 dsayn;
Feriode iy ma S imarrs ot Gy Geum Peegebasren B U sy
Prgalan B |aslagar) ko (it Eals 5 A6egin LoE 42 Dage RSk
. S (L] ot dengien nomar Ut Do Bl Kas Ur=um Sergeusear, (drmaisl dar romor 1 dan sewnsre)
hmu“qﬂn-ﬂhwuwwﬂmwmmmmwmu

s mhwy lebih

. Kishom 1) dit g bt e

o Lalom (1) disl dergar rgesl Bemaia

4 Eodor [} dR e g T oo Bode relening
# Hﬂl‘"ﬁlﬁmm“

4 Koiom 8] alis denyee gamiah ropls i p

B 71 dimt dargar: sk gt Pp—
= oiem (8] g Saragh o b BZeu s8I0 dkauasl

rar-lat i gergariahas da ] o

mnﬂlm-‘um_m“hmmﬂ

v il O

nmmmmmum VB Mgk TP 1 L M ekl v e i eCanal

Dol e A i i il Engie| SruTLe Sl Eas i Pergeiuaran: )
Da i fip sl sl =l dibrgmn B sbatavrwa =1

.m.mhﬂmlﬂ._“_—_ S
"L Ooisl jumiat Rp ssido stpal G —
d “W“W“Huﬂmmmw—mnq
T3, Dol il M .o P s s i

"la, Mwm-mmwnumm-n-tﬁp—hml—'mﬂ-“nhIllu—-w 1

e P

"
s it Prgeiaan =)

aadl

Beds sl Pargalansan ¥

'l! Tareli b Snnds LEngani o Bendshans Pergeue BLUD dan Pemimpin U D disertal reea lenglap. *|

#| ksl Paeya peds st st diskbs tulsn uni

VL mperan e irmgungewsias ekt s Pengesaran LU0
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ... (1)

BUKLU PEMBANTLU KAS TUMNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
BLUD ... {2)
Tahun Anggaran : E T}
Periods : i)
[5)
No No. Transalksi TII"| Urajan Panerimaan P-'rll.nn-n Salda
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal
JUMLAH (6) | | |
Mangeta i Mermetuju (7],
Pemirmpin BLUD Bandahara Pengeluaran BLUD
Ted ttd
Inama lengkap) (o= lengkarp)

[

Petumjuk Pengisian Buky Pembantu Kas Tunai BLUD @

LA

7

L

Kabupaten/Kota dinti dengan nama Kabupaten/iKota,

BLUD disi nama BLUD yang bersangkutan;
Tahun anggaran diisl tabun snggeran saat Buky Permba ntu Kas Tunai BLUD disusun;

Penode dis| masa deusunimya Buly Pembanty Kas Tunai BLUD dsusun;

. Pengisian 7 (tujuh) bolom pada tabel disi dengan cars sebagai berikut:

7. Kobom (1) disi dengan nomaor wut transaksi Bul Pembantu Kas Tunal. [dimuled dari nomor 1 dan setersmya).
Mamor wiut yang dgunakan sdalah romor urut per transa ksi buksn per pencatatan. Maksudoys spabils 1atu transsisi
menghasilkan dus atau lebih pencatatan, maks terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor unt trarsaksi
yang partama kall dicatat.

b Eolom (2] diei dengan nomor bulcti transakai pengeluarsn.

. Knlom [3) disd dengan tanggal transaksi.

d Eolom (4] disi dengan wraian transaksi,

2. Kobomn {5} disi dengan jumiah rupiah transaksi penerimaan,

{. Kalom [6) dis| demgan jumlsh ruplah transaksi pengsluarsn,

£ Kolom [7) disi dengan jumiah atau saldo akumalasi.

. Jumlah ditsi panjumiahan dar kolom penerimaan, pengeluaran dan sakdo; dan ®)
. Tanda tangan ditandstangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan Pemimpin BLUD dsertai rama lengkap. *)

*| Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan urtuk keperluan peryusunen Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran BLUD,
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BUNL PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGE LUARAN
BLUD ... (2}
Tahun Anggaran : 3
Pariode - (4
18]
Mo Nao. Transaksi Tanggal Ursian Penarimaan Pangeluran Saldo
1 i a4 5 B 7
Saido Awal
JUMLAH (6] | |
Mengetahal/Memetuju (7],
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Ted td
(nama lenghap) {msarna lerghap]
| | e —— - [ ———

Petunjuk Pengisian Buku Pembaru Simpanan Bank BLUD ;

Kabupsten/Kota disi dengan nama Kabupaten,Kota:

BLLID difsi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buky Pembantu Simpanan Bank BLUD dsusun;

Pariode disi mata deusunnya Buky Pembantyu Sirmpansn Bank BLUD disuiun;

Pengisian 7 {tujuh) kolom pada tabel disi dengan cars sebagal beriku:

a. Kolom (1) disi dengan nomor una transaksi Buku Pembantu Simpsnan Bank. |dmiudsi dar nomor 1 dan seterusnyal.

LA B

Mamar unst yang digunakan adalah no mof Uit per transaksd buken per pencatatan. Maksudnys apabia satu transaks| menghssilkan

dus stay lebih peccatatan, maka terhadap pencataten kedua dan seteranys cukup mengEunaksn nomor urut Eransakel yang pertama kall dicatst.

b Kplom (2} diisl dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.
. Kobom (3) disl dengan tanggal transals |,
d. Kolam (4] disi dengan uraian transaksi.
& Kolom |5) dis| cengan jumlah ruplah tranesisl penerimasn.
f. Kolom (6) dai dengan jumiah rupiah transsis| pengeluscan.
. Kolom |7) disi dengan jurmlah atau saldo shumoles),
&. Jumiah diisi penjurniahan dari kelom penarimaan, pengehiaran dan sakdo; dan *)
7. Tands tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan Pemémpin BLUD disertai nama lengkap. *)

*) Diisi harya pada saat penutupan déskhir bulan untuk keperiuan penyusunan Laparan Pertanggungiawaban Bendakars Pengsluaran BLUD. *)
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Tahun ANREaran © e {3)
Periode ATt 1)
5
Mo No. Trarsaksi Tanggal Uraian Penerimaan Fengeluaran Salda
1 2 3 4 5 & 7
Saldo Awal
JUMLAH (6] | i |
Mengetahul [Menyetujui (7),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengefuaran BLUD
Ted td
(nama lengkap) [nama lengkap]
| T —— MR e

Petunjuk Penglsian Buku Pembantu Panjar BLUD:

LV S T¥ I A Y

Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

BLUD diisl nsma BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran ditsi tahun anggaran saat Buku Pembantu Fanjar 8LUD disusun;

Periode diisi masa disusunmya Buku Pembantu Panjar BLUD disusan;

Pengisian 7{tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sabagal berikut:

* Kolom (1) diisi dengan nomeor urus transaksi Pembantu Buku Panjar. (dimutai dar nomeor 1 dan
setensnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomaor wut per transaksi bukan per catatan
Malksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap
pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kail
dicatat

* Kolom [2) disl dengan nomor buldi transaksi pengeluaran

* Kolom (3) diisl dengan tanggal transaksl.

= Kolom (4) disi dengan uraian transaksi.

* Kolom (S) dilsl dengan jumiah ruplah transaksi penerimaan

* Kalom (5} diisi dengan jumiah ruplah transaksi pengeluaran.

* Kolom (7} difsl dergan jumish atau saldo akurmulasi.

Jumiah dilsi penjumlahan dari kolom penerimaan,pengeluaran dan saldo; dan®)

Tanda tangan ditandatangani cleh Bendahara Pengeluaran BLUID dan Pemimpin BLUD disertai nama

lenghap. *)

Ditsl hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperiuan penyusunan Laporan Pertanggungiawaban
Bendahara Pengeluaran BLUD
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Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Pajak BLUD:

WA e e R s

b |

Kabupaten Kots dilsi dengan nama Kabupaten/Kota:
BLUD disi nama BLUD vang bersangkutan;

Tahun anggaran dilsi tahun anggaran sast Buly Pembantu Pajsk BLUD disuseny;

Periode dilsi masa disusunya Buke Pemba ntu Pajsk BLUD disisury
Pengisian 7 {tujuh) kolom pada tabel disi dengan cara sebagai berikut:

* Kelom (1) dis! dengan nemer unut transalal Pembantu Buku Pajak. (dimulal dar nomer 1 dan
sEtensmy s Nomor unit yang digunakan adalah nomor unst per trarsaks: bukan per catatan
Maksidvya apabils satu transaksi menghasikan dua atau lebih pencatatan, maks terhadap
pencatatan kedua *HMNMHmmmmimmhi

decatat
+ Kolom (2} diisi dengan nomor bukti transaks! pengslua ran.
* Kohom (3 dilsl dengan tanggs) transalsi
* Kolom (4] dilsi dengan uratan transaksi.
* Kolom (3] disi dengan [umiah rupiah transsksi pererimaan,
* Kolam (6] diisi dengan jumlah rupiah transaksi pangeluaran.
= Kolorn (7] dilsi dengan jumtah atau saldo akumuasi

lumiah dini perjumishan MIEMWMWmnﬁnm dan®|
Tanda tangan deandatangani abeh Bendshare Pengeluaran BLUD dan Permimpin BLUD diartai nama

lengkap, *)

[Diisd harya pada saat perugupan o akhir bulan urftuk keperiuan penyusuna n La paran Pertanggungiawaban

Bendahara Pengeluaran BLUD

BUEL PEMBANTL PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
BLUD.......[2)
Tahun Anggaran - 13
Perlods M i (4
5]
Nao No. Transaksi Tanggal Uradan Penerimaan Pengeluaran
1 F 3 4 5 &
Saldo Awal |
|
= - |
JUMLAH (6) |
Mengetahui/ Meryetuu (7),
Femimgin BLLID Bendahara Pengeluaran BLLID
Ttd Ted
[nama lengkag] (nama lengkag|
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA e o (1)
BUKLU PEMBANTL PER SUB RINCIAN DEIEK

BENDAHARA PENGELUARAN
T, -12)
Tahun Anggaran
Periode
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Rekening
Jumiah Anggaran
Murni
Jumlah Anggaran oy (20§
Perubahan
No No. Bukti .
No B Teamstid Tanggal Uraian Belanja LS Belanja UP/GU Saldo
1 2 3 4 5 [ 7
Saldo Awal
i JUMLAH (12) _ | | |
Mengetahui/ Meryetujul (13),
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
Tied ttd
(nama lenghap) {nama lengkap)
NIP. | | | Re——— A i v

Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek BLUD ;

Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran dilsi tabhun anggaran saat Buku Pembantu Per Sub Rincian

Objek BLUD disusun ;

Periode dilsi masa disusunmya Buku Pembanty Per Sub Bincian Objek BLUD disusun;

Program diisi nama program BLUD yang terda pat realisasi sub rincian objek belanja BLUD;

Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang terdapat realisasi sub rincian objek befanja BLUD;

Sub Kegiatan ditsi nama sub kegiatan BLUD yang terdapat realisasi sub rincian objek belanja BLUD:

Rekening dissi nama uraian sub rincian objek rekening belanjs BLUD:

Jumlah anggaran murmni dilsi anggaran murni sub rincian objek rekening belanja BLUD;

lumlah anggaran perubahan diksi anggaran perubahan sub rincian objek rekening belanja BLUD;

Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai berikut:

* Kabom (1) difsi dengan nomor urut transaksi Buky Pembantu Per Sub Rincian Oibjek_ jdimutai dari
nomor 1 dan seterusnya). Nemor urut yang digunakan adalah RO MOT Urut per transaksl bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transalksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka
terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urul transaksi yang
pertama kali dicatat.

* Kolom (2) dilsi dengan referensi nomor urut BKL Pengeluaran,

* Kolom (3] dilsi dengan nomor bukti transaks| pengeluaran.

* Kolom (4) dilsi dengan tanggal transaksi.

* Kolom (5) dilsi dengan uralan transaksi,

* Kolom (6) diisi dengan jumiah rupiah transaksi belania yang menggunakan meksnizme LS

* Kolom (7) dilsi dengan jumiah rupiah transaksi belanja yang menggunakan mekanisme UP/GL.,

* Kolom (B) dils| dengan jumlah atau saldo akurmulasi kolom (6) dan kolom (7).

Jumiah diisi penjumlahan dar kolom penerimaanpengeluaran,dan saldo; dan *)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bandahara Pengeluaran BLUD dan Pemimpin BLUD

disertai nama lengkap. *)

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk keperiuan pemyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. (1)

T T] S
REGISTER SURAT-PPD PK, SURAT .OPD PK dan SURAT -PD PK

s ki 3]

31

s | G | mitsisions
1 - 11 13
4 .o J— L
Mengetahui,
Permirmpin BLL Pejabat Keuangan
{ted) (6) trd {6}
[narra lenghap) (nama lengiap)

e i MIP

Petunjuk Pengisian Register Surat -PPD PK, Surat -0DP B dan Surat -PD P
1 Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota;
2 BLUD diisl nama BLUD yang bersanglutan;
3 Halarman diisi angka sesual barryakriya halaman register yang dibuat:
4 Tabel diesi dengan
4 Kotom (1) dilsi dengan Nomar Lirut Surat -FPD untuk mengajulian Surst -0PD.
b Kolom (2) diisi dengan [ents pembayaran yang terfadi pada pejabat keuangan,
© Kobom (3) dilsl dengar Tanggsl Surat -PPD P untuk pengajuan Surat -OPD PK,
d Kolom (4] diisi dengan Nomar Surat -PPD PK untuk pengajuan Surat -0PD PX.
& Kolom (5] dilsl dengan Tanggal Surat -OFD PK yang terbit berdasarkan Surat -PPD PY pada baris yang sama.
f Kolom (6} dilsi dengan Nomor Surat -OPD PK yang terbit berdasarkan Surat -PPD PX pada baris yang sama.
E Kolom (7) diis dengan Tanggal Surat -PD PK yang terbit berdasarkan Surat -0PD P pada baris yang sama.,
h Kolom () diisi dengan Nomor Surat -PD PX yang terbit berdasarkan Surat -OPD PK pada baris yang sama.
I Kolom (9) sl dengan uraian Surat -PPD PK, Surat -OPD PX, dan Surat -PD PX yang diterbitkan.
| Kolom (10) diid dengan jurniah rupiah Surat -PPD P, Surat -OPD P, dan Surat -PD PK yang diterbitkan
k Kolom (11) dilsi dengan status Surat -PPD PK yang sudah dicairkan atau belurm dicairkan
| Kdom (12) diési dengan keterangan tambahan yang diperiukan.
5 Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan waat pembuatan Register Surat -PPD PX dan Surat -OPD PK; dan
] MMMHMEH-QWKW aleh Pejabat Keuangan BLUD dan Pemsimpin
BLUD dengan mencantumian nama lengkap dan NIP,




32

PEMERINTAH KABUPATEN/MOTA ... (1)
PERMINTAAN PENCAIRAN DANA PEIABAT KEUANGAN

(PPD PK)
HOMOR ..o i2)
MINGHASAN KEGIATAN
1, Nemor dan Tanggal DBA/DBAP 3
1. Nama tertuju Pengeluaran Pemblayaan
3. Mdamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan
4, Nama Pemgénan Tertuju Pengeluaran Permblayaan
5. Nama dan Nomaor Rekening Bank
6. Momor Kantrak -
7. Deskrips B a0
 singkasan DBA/DBAP [10)
Jumish dana DEAJDBAP |Rp. i}
Ringhasan Anggaran Kas
MNo. Urut Anggaran Kas Jumiah Dana
1 Triveslan 1
1 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triweulan 4
JLMLAM | Rp. {1y
5isa dana diluar anggaran kas berkanaan dan triwulan | Rp.
= sebebiminga (1-10)
Ringkasan Pengeluaran Pemblayaan
[Pengeluaran Pembiayaan ...,
JUMLAH |Rp. n
Sisa Anggaran Kos Triwulon bersongluten yang belum |Rp.
dibelarakan 11-11) _1
RINCIAN RENCAMA PENGGUNAAN (11)
No  |Mode Uralan lumlah
1 ]un_um
7 oo oo
Totl
Jumizah PPFD PK yang diminta X axn
Terbilang (R p—— s i [13)
Nama dan Nomor Rekening Bank sl Lo = {14]
| — {15)
Mergetahui,
Pejabat Kewangan BLUD
(exef] (16)
(nama lengiap)
NP

Petunjuk Pengistan Formulir Rencana Penggunaan Surat PRD-PK
1 Kabupaten/Mota dils| dengan nama Kabupaten/Kota;
2 Nomor dilsi dengan nomar Surat PPO-PK
3 Nomor dan tanggal DBA/DBAP dilsi dengan nomor dan tanggal penetapan DEA/DEAP untuk Pengeluaran Pembiayaan
4 Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan dis| dengan nama tujuan sasaran pengeluaran pembiayaan
5 Mlamat Teruju Pengeluaran pembiayaan dilsi dengan alamat tujuan sasaran pengeluaran pernbiayazn
& Nama Tertuju Pengeluaran Pemblayaan diisi dengan nama PiMplran tuuan sasaran pengeluaran pemblayaan
7 Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan hemar rekening bank dar tujuan sasaran pengaiuaran Pembiayaan,
B NMomor kontrak ditsi dengan namor kamtrak antara BLUD dengan tuusn wsaren pengeluaran pemblayaan jika ada
9 Deskripsi ditsi ﬂwnmtﬂﬁmmmnmiﬂmn kalimat yang padat dan singkar.
10 Tabel diisl dengan petunjuk sebagal berila .
2. Jumiah dana DBA/DBAP diisi dengan jumbah dana DBA/DBAP untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan,
b. Ringkasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang telah diterbitian /ditatapian untuk BLUD
yang bersanglutan. Masing-masing Anggaran Kas per Triwulan, dilsikan dalam kolom-kolam yang tersedia,
Laky selunh Anggaran Kas untuk BLUID yang bersanglutan dijumia hican (disi pada ternpat bertanda Il Rpe.. oo, 1
c. Pada tempat yang deediaken (bertanda |11, Rp.............] dissikan basil perigurangan jumish total dans DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran dengan jumizh total dana Anggaran Kas BLUD Triwuian berikenaan dan triwilan setheiumnga,
d. Pada kolom di samping kanan Surst -PPD PK Peruntulian LS dilsi dengan dana yang telah

dicairkan untuk keperduan pembayaran LS.
&. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumiahkan dan diisikan pada temgat dengantandaMl.Rp ... .
f. Pada tempat dengan tanda B-0Rp. ... .. diisikan jurmiah hasll pengurangan dana sefuruh Anggaran Kas berkenaan

dengan dana yang telah di Surat -PPD PX kan
11 Tabel diis| dengan petunjuk sebagal berliat -
. Kelom knde rekening diish dengan kode rekening jenis befanja,
b. Kolom uratan dinl dengan uraian/nama rekining weaual dengan kode rekening yang telah disikan pada kolom kode rekening.
. Kolom jumiah tidak peru disi kecuali pads baris TOTAL,
d. Bars TOTAL diki pereis wama sosusl dengan jumish dana Surat -PPD P yarg diminta,
12 Diisl dengan total PPD PX yang diminta.
13 Terbilarg diisi dergan jumlah terbilang das nilsl TOTAL
14 mmﬁnwmw&ﬁﬁumnmhmbﬂm-wmmnﬂmn pengeharan
permblayaan untul pemindahbukusn dana yang dimints untuk dicairkan kwat penerbitan Surat -PPD P
15 Mama imskota, tanggal bulan tabun diis berdasarkan saat pembuatan Surat PPD PK. dan
16 Surat PPOD PR ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dengan mencantumkan nama engkap dan NIP,




PEMERINTAH KABUPATEN/MOTA ... (1)

BUIKL KAS LINSUM
PEIABAT KEWANGAN BLUD
BLUD ... [2)
Tabun Anggaran : LE}]
Periode 4 4)
{5}
Mo | No. Transsksi | Tamggal | Kode Rekeming | Uralan Penerimasn Pengeluaran Sakdo
1 i 3 4 5 B 7 ]
Saldo Awal
AL 30 3030 300
X X0 0300 3000
JUMLAN [5) [ | |
Jumiah saat ini, tanggal. )] )

Jumkah 5/d tanggal |nlu s
Jumish ssat niganggal ... [10)
1)

Sive Ko
Pada har ini tanggal ... Bulku Kas Umum o fubtup obeh kami den di dapat dalam Kas Pejabat Keuangan B UD sebesar Rp. ... [12]

{ 3

Terdiri Dari : {14)
o, Saldo Bank
o.Pajak
Mengetalud, Mempetuju [14],
Pemimpin BLUD Pajabat Keusngan BLUD
ttd md
[nama lengeap) {narna kengkap)

NiP.

Petunjuk Pengisian Buku Kas Umum Pejabat Kesangan BLUD -
1 Provired /eabupatien/Nots disi dengan nama Provimsi/Xabupsten/ota:
2 BLUD diksi nama BLLAD yang bersangkutan:
1 Tahun snggaran aifsd tahisn arggaran saat Buku Kas Uimum Pejabaet Keuangan BLUD dsusin:
4 mwmmwmmmmﬂmm
5 Pengislan 8 {delapan) kalom pads tabel diind dengan cara sebagal boriku -

. tdumlllmdummmwtmmuumPmmrmmunhﬂud-imr:mmlwm
vang digunaksn sdalah nomor wot per ransaksl bukan per pencatatan. Maksudivya spabita satu transsis] menghasilkan dua atay lobn
pencatatan, maka mhmmhummmmwmﬂmmhnaﬁmm kali dicatat,

* Kaoloim [7) ditsd dengan nomar buldi transaksl

* Kalom (3] difs! dengan tanggal tramaksi

* Kolom {4) diki dengan nomar kode rekening.

= Kalom () diti dengan uraisn transaksl.

# Kadom (6} diisi dengan jumiah rupiah tramsaksi penenmagn,

* Eolom (7] dissi cengan jumiah napiah tramaktl pengeluatan

* Eolom (8] dili dengan jumish atau salde akuntansi

Hmﬂhﬂmmhﬁmmmqum;'l
?lmnmnuwﬁiwmnmmmmmmm*}

] leﬂﬂpu&mmwlmmmummwm'l

L | mwmmmmmq

10 Jurmiah s/d saat ini, tanggal dind tanggal penutupan Buku Kas Umum Pejabat Keusngan BLUD: |

11 Diki jurniab upmmmmwpummuummw BLUD:*)

12 Disl tanggal dan jurmiah saldo Rip 131 penetupan Buki Kas Umum Pejabat Keusagan BLUD®)

13 Dissi nilal Rp sisa kas dakarn buruf jumiah saldo Rp dengan hund sisat ponutupan Buku Kas Umum Peiabat keuangan BLLID®)

14 Dilsd jumian s3k80 Rp yang darinci menurut jumiah salde bank, surat berharga dan pajak saat penutupan Buku Kas Umum Pejatat Kesangan BLUD *)
15 Tanda tangan ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD can Pemimpin BLUD diveai nama lenglap *)

*] Dini saal penutupan setiap har untuk keperiuan pelaporan pojabat heuangan BLUD kepada Permimpn BLUD




LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN (LPJ)
BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

BLUD
PERIODE
A Penerimaan BB, s A
1. Saldo Awal B i ks
2. Tunai melalui bendahara penerimaan . T TR P .
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan S
4. Melalui ke rekening kas BLUD R siiinnaisinsas
B Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) BB
C Jumlah penyetoran/pengeluaran R g
1. Penyetoran ke rekening kas BLUD - SR P
2. Pengeluaran lain-lain ;o
D 5saldo Kas di Bendahara | 1 T S
Menyetujui : Rl tanggal..on .
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
(ttd) (ttd)
ama jelas Nama Jelas
NIP. NIP.

BUPATI BENGKALIS

34




PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

BLUD cjp—
Tahun Anggaran ;

Kode Rekening Uralan Jumiah

Total
Uang Persedioon Awal Periode
Uang Persedioan Akhir Periode

EVIRRERRRIERg | | | |
Bendahara Pengeluaran BLUD

(trd)

(Nama Jelas)
NIP.

Petunjuk Pengisian LPJ-UP:
2 Judul diisi dengan nama KABUPATEN/KOTA , nama BLUD yang bersangkutan dan tahun anggaran
b Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja
sampai dengan sub rincian obiek.
¢ Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan sub rincian objek

d  Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap sub rincian objek belanja.

e Kolom tanda tangan dilsi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran BLUD disertal nhama jelas.
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dengan perincian

PEMERINTAH KABUPATENKOTA... e oo, Senpe—
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAM
Bisban Tahun
Kepada Yth,
Dl Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur/Bupati/Walkota No. Tahun
Penatausahasn Keusngan BLUD, bersama inf kaml sampalkan Laporan Penutupan Kas Bulanan
yang terdapat di bendahara pengeluaran BLUD adelsh sepmlab Rp,
sabagal berikut
Kas di Bendahara Pengelusran
A1 Saldo awal bulan tanggal ... Rp.
A2, Jumlah Penerimaan Rp.
A3, Jummlah Pengeluaran Rp.
A.4. Sakdo Akhir bulen tanggal.... R,
Saldo akhir bulan tanggal... terdirl dari saldo di kas bendahara pengeluaran sebesar Rp..._.. yang terdiri
dari :

1. Saids kas sebesar Rp__.
1. Saldo kas rekening bendahara sebesar Ap,....
3. Saldo pajak sebesar Rp.......

Pemimpin BLUD

tanda tangan

(nama jetas]
NIP.
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PFEMERINTAH KABUFATEN /HOTA...........
LAPORAN PERTANGGUNGJAWARAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
(8PS BELANJ A BULANAN)

o
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BLUD
clmalarn rupaa iy
Rekeolag Anggaren | ad Bulsn bd wd | Buks Hulan /U ad| Angguren
. Bulss Tnd ™ ™ IIH‘_-l Labs Bulam imi
Laka
1 i 2 | B_lo=i% L B__lo=[rs@yl 10 Ll Li=N0+ 10 L 13=gs0s) (18 = (3.1 |
L= SFID/SPD
|- Potoagun Pajul
= PPN
(b PPR2L
e PPR-22
Ld. PFPh-22
- Lowdm-mim
Hode Jumish |
Hekeming Ursian | ASEmrn d
]
1 2 2 1 5 -c--u*_qr & STl 10 1l 1=010+11) | Ja=Fe0e] (18 = (313
[Teasrimean
- BPZDBPD
| - Potongan Pajak —
u PPN
b PPR-21 .
-.!!!!!
4. FPB-33
- Lain-lain
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™ ]
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Momyvctomil | ARG ~ % 5
Pemirmgsn HLUD He pudabiars Penge losmn BLUTD
[ ] [ ]
Mames Jelis) Diarme JFelas)
R Nl

ane Pengmmn 8P Baksnag
I Pacul e demann e KARLPATEN J KOTA, rarma BLUD W b e
Pemirmoen BLUD, nama bedsdaliam pengeharas BLUD, tahuan HEESArAn ¢
2 Kakoen | diini dengasn kode el iiing
5 Rodom 2 diisi dengan uraian s kode rekemg
| 1 Kechor 3 chitni dengan atilah angoaran visig dae b phian cabem APRD gt o CLET eI =
releE kg
5 Kolom 4 diisi dengan purish PPD stas perbersran LS-gaj dan Tumpngan yang bekah
daerhitkn/ B soregm) dengan budan sk
© Kolom 5 diisi dengan jumish PPD atas pembsvamn LS-gal d lLimrangan vang ielah
dite rxitiean f2RD bulse 0
7 B & dliing riefigan umiah PRD atas rmbavamsn LS-uail dan tuEnesn vang telh
ohiteriitkasn ST sarmgsi desgan tulan ini
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L3 Badorm 11 chisd dengan fmish S0 aiss perggsisann dena LAY L) bselam i

Lt Kodoe 12 chisi dengan nrmlah 5P atas perggunsan dans UG marmpsi e i badan ire
bA Kadestis 13 elsinl derupmn sk #10 st penggunasn dans LS LIFY 0L warmped dergan b by i
13 Kolom 14 disai denigan jumiah siss pagi anggaran vang diperekeh @ juminh anggarsn dilmang
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KABUPATEN,KOTA fu
]

LAPORAN PENDAPATAN, BELARIA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN AMOBARAN 1. oo sty e o]
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Jurva {Ripd Bertambah

ang) ]

Mo Uraian Anggaan dalam |Realisas 3/ 0| Realsasi — | Realisas sl
oPA {4 ks i (g

=

1) 218 3.8 Noe() | 5. (8) | 6cloes)_5) | P35 (10)

8=46/3)x300 1Y) |

FENDARAT AN
s L
Lana Loy
Hasdl Kit s sarma

Lain- Lain Penidapatan BLUG yang vah

IVELAMLIA BELANIA OPERAS]
| Beleng Pegawa:

L.

PEMBLAYAAN
PENERINAAN PEMEAYAAN
Siwa Lehih Po ran Takum

_Anggaran Sebelunm [SLPA]
[ivestasi

Sisa Lebib n Tahurn Berbenaan

Prmampin Badan Layanss Urmesm Daseah, Kepals SKPD,/PPRD,
fred) (el
(s baryghap) Iméma lemgiap)

Petunpi: Pengrsian Lay Pendapaten, Beiania dan Permbuayaan
1 kabupaten fota dini dengan nama Provisbopsten/kots:
!Tﬂm”mﬂwwum“u-mhhm
3%Lﬂhﬂuhuﬂmnmmmﬂ
4 Kol 2, disi dengan uraisn pendapatanybelssgs/pembiay
a r-nmnmmnuvmwuunmm-um dihiuiti dergah aralan
jenis pendapatan pendspatan diterema cleh BLUD
B Belarjs dawoll dersgan pencanturman urnisn belangs setnjutms st beling cilslompolhan ke
mmmmwmmwmq-wmuﬁn
Mwammﬁlmnmpmmu
e mm-ﬁ-ﬂ“nmmmnﬂw [l
mmnummmmmmm
pErETiansan pitiayan diuradan ke pni-enks penerimaan pembiayaan; Delarm kelompos
pengeiunran pemss wmen darsdan ke jenn e peogeluean pemblayagn,
& Kolgsm 3, ditsl dengan anggaran penda patan, belanja, pembiayaan dalam DPS BLUD:
smwtﬂwwmﬁmw.mﬂuﬂmunﬂmﬂm;
!m}mi.ﬁﬂ_uﬂﬂpﬂmhﬁﬂﬂﬂ&wnhﬁnm
-mnnwrmmm.mmmmm
dengan bk helbenaan,
imr.ﬁmmmammpMn.HMMNme
pendapatan, belang, pormbiayaan,
Iunhntﬂih-nmﬂmmnnﬂumm.mMﬂmnMn
dengan fealia perdapatan, belanga, pemibiayaan dikaliean 100,
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, (1)
(2)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) NOMOR ...oooooomnreennseseas [3)
1  Nama Badan Layanan Umum Daerahs .ooerecenee. (4)
2  Kode Drganisasi: .[5)
3 Nomor/Tanggal DPA SKPD:.......ocoverreccrnriemensses [B)
R O
Yang Bertanda Tangan Dibawah ini: .......... ves (B)

Menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah
diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya
bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan
digunakan langsung pada bulan ..............(9) tahunanggaran...... (10)

(Laporan realisasi Pendapatan, belanja dan  pembiayaan terlampir).

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaaan aparat pengawas. Apabila di
kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
daerah di maksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarmya, untuk mendapatkan pengesahan
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

.............. posersanedD e (1)
Pemimpin Badan Layanan
Umum Daerah
{ttd)

{nama lengkap)

MR, i in

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab -

gl =T, B REN. T R TR

Diisi nama Kabupaten/Kota;

Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

Diisi nomor SPT) unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

Diisi kode organisas| unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan;

Diisi kode kegiatan;

Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi bulan berkenaan;

Diisi tahun berkenaan; dan

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun,
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.... (1)
()]
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELAMIA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYAMAN
UMUM DAERAH
Tanggal: ......{3) Nomor {41
BN s i i i {5} memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PKKD
(agar mengesahan dan membukukan pendapatan, belanja dan pambsayaan sejumlah
| 1 Saldo bukan sebelumnya® Rp I8
1 Perdapatan Rp n
3 Belanja Rp A8}
4 Pembiayaan Netto® Rp %
| 5 Peryesuaian Rp. (30}
| 6 Saldo bulan berkenaan Rp. (11}
Lrtuk BUAN oo eemmss s (1) Tahun Anggaran .. (13)
Dasar Pengesahan Urisan Clu_'larm Mama BLUD
[ 1 L D | [ "D A — === — L]
Program, Kegatan
KN X {16)|
Pendapatan ___Belanja - =
Kode Rekening Jumiah Kode Rikerning Jumlih
— 17 [rp | e eon——y (19) ST
| lumiah Pendapatan | Rp.... {21) Jumiah Belarja e i i ~422]
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumiah Kode Rekening Jurmlah
(23) | mp (24) Y T —— (26)
| lurmilah Penenmaan Rp 27) lumlah Pengeluaran AP [28)
"_"j_ i Pembivaan il i
lumiah | ¢ T 129 Jumlah Peryesuaian R ——— J430)
[ Penyessian lebih kurang
* Isi salah satu
M. [3T)
Kepals {31)
[t
{nama lengikap)
(PR METRETIY e sy

Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan (SPIBP) BLUD:

1 Diisi Kabupaten/¥ota;
2 Diisi unit pelaksang veknis dinas/badan daerah;
3 Diisi tanggal 5PIBP BLUD;
4 Difsi nomor SPIEP BLUD :
5 Diisi SKPD Provimi/Kabupaten/Kota;
6 [Diisi jumiah saldo akhir pada SPZBP BLUD bulan sebelumnya. Khisis untuk saldo bulan Januari
Tahun Arggaran 20XX ditsi jumlah nihil dalam rangia pergajuan SPIBP BLUD;
7 Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas BLUD:
B Dilﬂ}mﬂlbﬂmmtﬂﬂ dibayar dari kas BLUD:
9 Diisi jurnlah saldo akhir (saldo awal + pendupatan - belanja):
10 Pernyesuaian diisi dengan dana PFE yang belum disetor atau diselessikan
11 Diisi periade bulan berkenasn;
12 Duisi Tahun Anggaran berkenaarn;

13 Dils dasar penerbitan SPIBF BLUD, antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD,Perubahan

APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD Diras terkait:

14 Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama unit pelaksana teknis dinas / badan daerah teriait;

15 Diisi kode program dan keglatan SKPD Dinas terkait;

16 Diisi kode rekening pendapatan;

17 Ditsd jumish nomnal rupiah wntuk kode rekening pendapatan;

18 Diisi kode rekening belanja:

19 Dnisi jurmiah nominal rupiah untuk kode rekening belanja:

20 Drisi jurnlah nomnal ruplah untuk selursh kode relening pendapatan;

21 Diisi jumlah nomnal rupiah untuk selursh kode rekening belana;

22 Diisi kode rekenng pensrimasn pembiayaan:

23 Diisi jumnlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan pembiayaan:

24 Diisl kode rekening pengeluaran pemblayaan;

25 Diisi jumlah nomnal ruptah untuk kode rekening pengeluaran pembnayaan,

26 Disi jumizh nomenal rupiah unvtuk selurch kode rekening penenmaan pembiayaan;
37 Duist jumlah nomenal ruplah untuk selurh kode rekening pengeluaran pemblayasn;
18 Diisi jumlzh nomnal rupiah jumiah lebih memyesuaikan

2% Dl jurnlah nominal rupiah jumlsh kurseg msoyesusksn

30 Ditsi termpat.tanggal, bukan tatun; dan

31 Dissl nama kepals SKPD terkait.
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LOGO DAERAH SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA Nama : —y )
" BUD/Kuasa BUD Tanggal : ..o (8)
A1) Nomeor : . (2)
...... i A2) Tahun Anggaran : {10)
Nomor: . : RO - |
Tanggal : . .(4)
Kode BLUD : .. (5)
Mama BLUD: (6)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumiah
Saldo bulan sebelumnya® : Rp. .{11)
Pendapatan e R i e e e (12)
Belanja i T — T i » L
Saldo bulan berkenaan* D D i s aisnt o (14)
Penerimaan Pemblayaan :Rp. [15)
Pengeluaran Pembiayaan !Rp. . u (18)
Pembiayaan Netto - 1. T— {17)
Penyesuaian  RP. e (18]
SILPA : Rp. (19)
(OSSN | WA . ;| |
....................... -{21)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

*1si salah satu untuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya

Petunjuk Pengisian Surat Pengesahan Pendapata, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) BLUD:
1 Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota:
2 Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah:
3 Diisi nomor SP2BP BLUD:
4 Diisi tanggal SP2BP BLUD;
5 Diisi kode unit pelaksana teknis dinas/badan daerah:
& Diisi nama unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
7 Diisi nama BUD/Kuasa BUD;
8 Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD;
9 Diisi nomr penerbitan SP2BP BLUD:;
10 Diisi tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD:
11 Diisi jumlah saldo yang tercantum dalam SP3BP BLUD:
12 Diisi jumiah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD:
13 Diisi jumiah belanja yang tercantum dalam surat SP38P BLUD;
14 Diisi jumiah saldo berkenaan yang tercantum dalam Surat SP3BP BLUD:
15 Diisi jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
16 Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD:
17 Diisi jumiah pembiayaan netto yang tercantum dalam SP3BP BLUD:
18 Diisi jumlah penyesuaian yang tercantum dalam Surat SP38P BLUD:
19 Diisi jumiah SILPA tahun berkenaan yang tercantum dalam SP38P BLUD:
20 Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan
21 Diisi nama jabatan (BUD/Kuasa BUD).




BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

42

URAIAN

ANGGARAN

Realisasi

Realisasi

1

Fi

3

5

PENDAPATAN

Pendapatan Layanan yang bersumber dari
Masyarakat

Pendapatan la;'an.an dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan

Pendapatan Hasil kerjasama

Pendapatan yang berasal dari hibah
| dalam bentuk Kas

Pendapatan BLUD Lainnya yang Sah
Pendapatan APBN/APBD
JUMLAH FEHWATM

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Bunga :
‘Belanja Lain-lain

JUMLAH BELANJA OPERASIT

BELANJA MODAL
[ é-ela nja .T;E!-I_'I;h_- -
Belanja één:.lpng d.an_ l.;langunan_
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
JUMLAH BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM
PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pinjaman

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya
Jumiah Penerimaan Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

:

-4

g &

-

:

g &

%

8

g 8

R % &

:
X

AR

BEEE

218 8 8 §

%% % %%

58088 8

RIBBEREERE

AERERERERE RN

HE-BE-BE-RE-AE-NE-BE

BIE(B|EE &K E

KKz 8K E

KEEEEEE

-ME-BE-BE- 2 2E-AL-

REREEEE
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BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

(Dalam Rupiah)
URAIAN 20XX 20XX
Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX |
Penggunaan SAL I . S N S
Sub total m i XXX
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA) | XXX XX
Sub total XXX XX
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun XXX XXX
Sebelumnya ) _ ]
Lain-lain I XXX XXX
Saldo Anggaran Lebih Akhir XXX XXX
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX
o (Dalam Rupiah)
~_ Uraian 20XX 20XX
' ASET 1
ASET LANCAR ) | !
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX 0K
Kas pada BLUD X | XX
Piutang XXX XX
Penyisihan Piutang tak tertagih X0 K |
. Beban dibayar dimuka X0 XX
Uang Muka Belanja XXX 0K
= Jumiah Aset Lancar XXX XXX
' ASET TETAP
Tanah . XXX X
Gedung dan Bangunan XXX XXX
Peralatan dan Mesin _ XXX X0 |
Jaringan Irigasi dan Jaringan XX XX
" Aset Tetap Lainnya 0K XXX
___Konstruksi Dalam Pengerjaan _ X0 XX
Akumulasi Penyusutan XXX XXX
__JumiahAsetTetap . XXX
_PIUTANG JANGKA PANJANG | X0 XX
Tagihan Penjualan Angsuran X0 XX :
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi O XX |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih O XX |
l.'ll.lﬂtlﬂh Piutang Jangka Panjang B XXX XXX J




ASET LAINNYA
___Kemitraan dengan Pihak Ketiga ) XXX
___Dana Kelolaan e XXX
| Aset yang dibatasi Pengunaannya XXX
. AsetTakBerwujud | XX |
Aset Lain-lain _ XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain XXX
Jumlah Aset Lainnya XXX
 JUMLAH ASET XXX
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Belanja YO0X
___Utang Pajak YO0
Pendapatan Diterima Dimuka XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya o 100
" Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | :
‘ Utang Jangka Panjang _ XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang XXX
JUMLAH KEWAJIBAN XXX
EKUITAS . '
Ekuitas XXX
JUMLAH EKUITAS XXX

e

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX




BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

(Dalam Rupiah)
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Nama Akun

Tahun 20XX

Tahun 20XX

|
’E_EGIATAH OPERASIONAL

—

PENDAPATAN

__Pendapatan jasa layanan dari masyarakat

___Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan
Pendapatan hasil kerja sama

Pendapatan hibah

Pendapatan Usaha lainnya

. Pendapatan APBN/APBD =
' JUMLAH PENDAPATAN

[
|

Beban Pegawai

Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

| Beban Langganan Daya dan Jasa

Beban Perjalanan Dinas

Belan Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan Aset

Beban Lain-lain

—

JUMLAH BEBAN

~ Surplus / Defisit Operasional

e ——— e

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar

(Kerugian) Penurunan Nilai Aset

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIOAL

SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

fPOS LUAR BIASA

' Pendapatan Luar Biasa

| Beban Luar Biasa
JUMLAH POS LUAR BIASA

| ' SURPLUS / DEFISIT-LO




BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

(Dalam Rupiah)
| Uraian B 20XX 20XX
;tru: Kas dari Aktivitas Operasi X0 XXX
Aru: Huuk Kas O XXX
Pendapatan jasa layanan dari masyrarakat 200 200K
Pendapa{an }asa layanan dari entitas XXX XXX
_akuntansi / entitas pelaporan e e e i
Pendapatan hasil kerja sama X00( XXX
Pendapatan hibah dalam bentuk kas XXX XXX
Pendapatan Usaha Lainya XX X0
Pendapatan APBD XK XXX
Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
Arus Keluar Kas
__Pembayaran Pegawai . XXX
Pembayaran Persediaan XK R
Pembayaran Jasa XXX XXX
Pembayaran Pemeliharaan XXX XX
_Pembayaran langganan daya dan jasa XXX XXX
___Pembayaran Perjalanan dinas .. S D . S
~ Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
| Penjualan atas Tanah 0L XXX
Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
Penjualan atas Gedung dan Bangunan XX XXX
__Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XX
Penjualan Aset Tetap Lainnya XX o
Penjualan Aset Lainnya XO0( XK
Jumlah Arus Masuk Kas xxx XXX
Arus Keluar Kas
 Perolehan Tanah XXX XK |
_Perolehan Peralatan danMesin | 00 0K
Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XX
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XX XXX I
Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XX |
Perolehan Aset Lainnya XK XX |
Jumlah Arus Keluar Kas XX XXX .
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX '
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas I
Penerimaan Pinjaman XXX XXX |
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak
| S ja pada pi YOO XXX |
Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
Arus Keluar Kas k. o ——
Pembayaran Pokok Pinjaman XX XXX |
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Pemberian Pinjaman kepada pihak Iainh 200K XXX l
Penyetoran ke Kas Dearah o XX |
 Jumlah Arus Keluar Kas _ xxx XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | XXX XXX
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas |
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) KX XX
Jumlah Arus Hn_sulr. Kas XXX XK
Arus Keluar Kas . S ——
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 00X XXX
Jumiah Arus Keluar Kas xxXx XXX B
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris p et XX =
Kenaikan / Penurunan Kas BLUD XXX XXX
[.Saldn Awal Kas Setara I{u m.un XX AN
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD XXX XXX

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 20XX dan 20XX

- (Dalam Rupiah)
Uraian ) 20xX 20XxX

Ekuitas Awal R I B . X
Surplus / Defisit-LO XX XX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan XXX XXX
Mendasar:

Koreksi Nilai Persediaan XXX XX

Selisih Revaluasi Aset Tetap _ XX X

Lain-lain e ——— o —
Ekuitas Akhir - XXX XXX

BUPATI BENGKALIS,
TTD
KASMARNI
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